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Skripsi ini membahas Tingkat “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan
Islam di Luar Sengketa (Studi Kasus Tahun 2008-2012 pada Pengadilan Agama
Jeneponto)”. Pokok permasalahan dalam skripsi ini bagaimana tingkat pelaksanaan
pembagian harta waris dan pelaksanaan pembagian harta wris di luar sengketa dengan
sub permasalahan yaitu Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris bagi
masyarakat muslim dan peran Pengadilan Agama Jeneponto dalam pembagian harta
warisan Islam luar sengketa di Kabupaten Jeneponto dan diharapkan dapat (1)
mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris di Kabupaten Jeneponto. (2)
mengetahui peran Pengadilan Agama Jeneponto dalam pelaksanaan pembagian harta
di luar sengketa di Kabupaten Jeneponto.
Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian
dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library
reseach). Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan
data kuantitatif yang diperoleh dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Sumber data
primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Hakim
Pengadilan Agama Jeneponto dan masyarakat umum di Kab. Jeneponto. Sedangkan
data sekunder berupa data kepustakaan yang menunjang, berkas perkara pengadilan.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dan normatif yang bersifat
deskriptif.
Dari pembahasan maka diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan pembagian harta
waris bagi masyarakat muslim di luar sengketa berdasarkan hukum kewarisan Islam di
Kabupaten Jeneponto “proses pelaksanaan hukum Kewarisan Islam sangat rendah”.
pelaksanaan pembagian harta warisan Islam di luar sengketa dalam kurun waktu 2008-
2011 sama sekali nihil perkara dan pada tahun 2012 hanya 1 perkara yang
masukdalam perkara damai, sementara pelaksanaan harta waris melalui sengketa
memiliki cukup banyak perkara, terdapat 15 yang masuk pada pengadilan agama
Jeneponto. Dilihat, dengan menganalisa kewenangan Pengadilan Agama yakni pasal
49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) serta pasal 107 ayat (2) Undang-Undang nomor 7
tahun 1989. Peran Pengadilan Agama Jeneponto dalam pembagian harta warisan Islam
luar sengketa di Kabupaten Jeneponto tidak terlepas dari tugas dan wewenang serta
fungsi dari pengadilan agama yakni memutus dan meyelesaikan perkara dan untuk
mengadakan penyuluhan hukum, sehingga pelaksanaan hukumnya dapat lebih terarah.
iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Pembimbing penulisan skripsi Saudara Muh. Ilyas S., NIM: 10100109025,
mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti mengoreksi skripsi yang
bersangkutan dengan judul, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Islam di
Luar Sengketa (Studi Kasus Tahun 2008-2012 pada Pengadilan Agama
Jeneponto)”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.
Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.
Makassar, Agustus 2013
Pembimbing I
Drs. Supardin, M. HI
NIP.19650302  199403 1 003
Pembimbing II
Dr.H.Abd.Halim Talli, S.Ag.,M.Ag
NIP.19711020 199703 1 002
iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini,
menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di
kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh







Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Kewarisan dalam
Islam Di Luar Sengketa (Studi Kasus Tahun 2008- 2013 Pada Pengadilan Agama
Jeneponto)” yang disusun oleh saudara Muh.Ilyas.S, Nim: 1010010025, mahasiswa
Jurusan Hukum Acara Peradilan Agama dan Kekeluargaan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah yang diselengarakan pada             , tanggal   Agustus 2013 dan
dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar






Ketua : Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A (
............................
)
Sekretaris : H. Kasjim Salenda, M.Th.I., Ph.D. (
............................
)
Munaqisy I : Dr. H. Lomba Sultan, M.A. (
............................
)
Munaqisy II : Dra. Sohrah, M.Ag (
............................
)
Pembimbing I : Drs. Supardin, M. HI (
............................
)





 ﻢﺴﺑﻢﯿﺣ ﺮﻟ ا ﻦﻤﺣ ﺮﻟ ا  ا
Puji Syukur Kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayahnya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta
Warisan Islam di Luar Sengketa (Studi Kasus Tahun 2008-2012 pada Pengadilan
Agama Jeneponto)” dapat terselesaikan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi
besar Muhammad saw., teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang palin
berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan umat Islam.
Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang
memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup selama 4 (tahun) begitu terasa
dalam sanubari. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu,
tenaga, dan pikiran, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Oleh karena
itu, sembari berserah diri dalam kerendahan hati dan kenistaan diri sebagai seorang
hamba, maka sepantasnyalah puji syukur hanya diperuntukan kepada Sang Maha
Sutradara, Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Kemudian
kepada Nabi Muhammad saw., suri tauladan seluruh umat manusia, penulis kirimkan
shalawat dan salam kepada beliau serta para sahabat yang telah memperjuangkan
Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai aturan hidup.
Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan
berbagai pihak dan selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas
bantuan dan andil dari mereka semua, baik materil naupun moril. Untuk itu, terima
kasih yang tak terhingga kepada :
vii
1. Kedua orang tuaku, Drs. H. Syamsul Samad dan Dra. Sanurung yang
dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab membimbing dan
membiayai segala kebutuhan saya sejak kecil hingga saat ini.
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT. MS., selaku Rektor UIN Alauddin
Makassar beserta sejajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum. Serta para dosen fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli M. Ag. dan Dra. Andi Intan Cahyani,
M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Acara Peradilan
Agama yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan
bimbingan dan motifasi.
5. Ketua Pengadilan Agama Jeneponto beserta para Hakim dan pegawai yang
telah banyak membantu dalam penelitian skripsi saya.
6. Bapak Drs. Supardin, M. HI. dan Dr. H. Abd. Halim Talli M. Ag., selaku
pembimbing yang telah banyak dan mengarahkan penulis dalam
perampungan penulisan skripsi ini.
7. Kakak-kakak Muh. Ikhsan, S.H, Muh. Iqfan, S. Hum, dan adikku tercinta
Indah Pertiwi S, Khusnul Khatimah S, dan Rahmat Hidayatullah yang
memberikan semangat, dukungan serta doa dengan penuh ketulusan dan
cinta.
8. Saudara-saudariku tercinta, serta semua teman-teman peradilan agama
angkatan 2009 yang menemani melewati suka duka perkuliahan dan
terkhusus buat saudari Bahjah Zal Fitri yang telah meluangkan banyak
waktunya membantu penulis.
viii
9. Teman-teman KKN angkatan 48 Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto,
dan semua teman-teman seTuratea yang tidak dapat disebutkan satu-
persatu.
10. Staf perpustakaan UIN Samata yang membantu memberikan referensi yang
berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
Akhirnya, meskipun skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin
agar terhindar dari kekeliruan dan kelemahan, baik dari segi substansi dan metodologi,
penulis dengan tangan terbuka menerima kritik yang sifatnya membangun demi
kesempurnaan isi. Demikian semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini diterima oleh







HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i
ABSTRAK ............................................................................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................ iv
HALAMAN PENGESAHAN.................................................................................. v




BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................................... 1-12
A. Latar Belakang Masalah................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................ 7
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian....................... 8
D. Kajian Pustaka.................................................................................. 9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..................................................... 10
F. Garis Besar Isi .................................................................................. 11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 13-39
A. Pengertian Harta Waris .................................................................... 13
B. Dasar Hukum Pembagian Harta Waris ............................................ 16
C. Kelompok dan Besar Bagian Ahli Waris ......................................... 17
D. Asas-Asas Kewarisan Islam............................................................. 25
E. Sebab - Sebab Dapat Mewarisi dan Terhalang Ahli Waris.............. 29
xBAB III METODOLOGI PENELITIAN ............................................................ 40-46
A. Jenis Penelitian ................................................................................ 40
B. Jenis Pendekatan .............................................................................. 41
C. Metode Pengumpulan Data .............................................................. 42
D. Pengolahan dan Analisis Data.......................................................... 45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...................................... 47-71
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ................................................ 47
B. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris
di Luar Sengketa ............................................................................. 53
C. Tujuan Pembagian Harta Waris di Luar Sengketa ........................... 65
D. Peran Pengadilan Agama Jeneponto dalam pembagian harta warisan
Islam di Luar Sengketa .................................................................... 66
BAB  V PENUTUP................................................................................................. 72-76
A. Kesimpulan ...................................................................................... 72
B. Saran................................................................................................. 76




Tabel 1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 .................... 48
Tabel 2 Data Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan ..................................... 54
Tabel 3 Pengetahuan Responden dalam Hukum Islam tentang Pelaksanaan
harta waris Islam di luar (tanpa) sengketa atau secara damai ............. 60
Tabel 4 Frekuensi Penyuluhan Tentang Pembagian Harta Waris Di Luar
Sengketa oleh PA Jeneponto............................................................... 60
Tabel 5 Frekuensi Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Kesepakatan
dalam Pembagian Harta Waris Islam, Laki-laki mendapat 2 dan
perempuan mendapatkan 1 ................................................................. 61
Tabel 6 Frekuensi tentang Perlunya Pelaksanaan Pembagian Waris di Luar
Sengketa pada PA ............................................................................... 62
Tabel 7 Frekuensi Pendapat Masyarakat tentang Pembagian Harta Waris
oleh Pengadilan Agama....................................................................... 62
Tabel 8 Frekuiensi Pilihan Hukum Masyarakat dalam Menyelesaikan





Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut:
b : ب z : ز f : ف
t : ت s : س q : ق
ts : ث sy : ش k : ك
j : ج sh : ص l : ل
h : ح dh : ض m : م
kh : خ th : ط n : ن
d : د zh : ظ w : و
dz : ذ ' : ع h : ه
r : ر gh : غ y : ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda apapun.
Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').
2. Vokal dan Diftong






b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya:
bayn dan qawl.
1) Syahadah dilambangkan dengan konsonan ganda.
2) Kata sandang al- (alif lam ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali bila
terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar
(Al-) Contohnya: Al-qur’an.
3) Ta’ marbutha (ة) ditranliterasikan dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir huruf
h.Contohnya: Fatimah
4) Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata atau kalimat yang
belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang
sudah dibakukan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak
ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Al-Qur’an,
sunnah dan khusus. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks
Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh, misalnya:
ا ﻞھ اﺖﯿﺒﻟ (Ahl Al-Bayt).
B. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
1. H. = Hijriah
2. KMA R.I. = Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. jo. = Junto
4. Kab. = Kabupaten
5. P3HP = Permohonan, Penyelesaian Pembagian Harta Peninggalan
xiv
6. M. = Masehi
7. PP = Peraturan Pemerintah
8. Q.S...(...).... = Quran, Surah....., ayat.....
9. ra. = Radiyalllahu ‘Anhu
10. RIB = Reglemen Indonesia yang diperbaharui
11. saw. = Salla Allâhu 'Alayhi wa Sallam
12. swt. = Subhanahû wata'alâ
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
Secara umum ada anggapan bahwa semua masalah yang berkenaan dengan
hukum ada aturannya atau ada hukumnya. Bilamana terjadi suatu persoalan yang
berkaitan dengan hukum, kerap kali ada anggapan bahwa hukum sudah mengatur
tentang bagaimana suatu persoalan itu harus diselesaikan. Demikianlah hukum dapat
dipahami orang. Dalam studi hukum, pengertian hukum kerap kali menunjuk kepada
hukum positif.
Hal lain yang penting artinya dapat dikemukakan dalam hubungannya dengan
pengertian hukum adalah bahwa hukum sebuah aturan dibuat untuk diterapkan
terhadap suatu peristiwa atau fenomena tertentu dalam kehidupan manusia yang
sifatnya dinamis. Sifat dinamis ini senantiasa menjadi ciri khas. Sifat yang demikian
akan selalu mempengaruhi nilai-nilai yang lain dalam kehidupan. Sebuah peraturan
hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia. Menurut Radbruch, hukum
dituntut untuk memiliki tiga kepastian dasar. Ketiga nilai dasar itu adalah: keadilan,
kepastian dan kemanfaatan hukum. 1 Oleh karena itu, hukum dalam kaedah hukum di
Indonesia perlu untuk menerapkan suatu ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa
hukum termasuk hukum kewarisan Islam dalam lingkungan peradilan agama.
Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan
hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak
1Abd.Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral
Hazairin, dengan kata pengantar oleh Akh. Minhaji (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 2-3.
2menjadi ahli waris dan besar bagian masing-masing. Dalam hukum kewarisan ada
tiga unsur yang saling terkait, yaitu: pewaris, harta peninggalan dan ahli waris.2
Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu
ayat-ayat Al-Quran yang selain kedudukannya qat’i al-wurud, juga qat’i al dalalah,
meskipun pada dataran tanfiz (aplikasi), sering ketentuan baku Al-Quran tentang
bagian-bagian warisan mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya
kasus radd dan ‘aul, dan sebagainya.3
Hukum kewarisan Islam juga disebut hukum faraid karena adanya bagian
tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Namun hukum
kewarisan yang berlaku saat ini masih menggunakan hukum positif yaitu beberapa
perangkat peraturan tentang kewarisan yang dijalankan oleh kelompok-kelompok
tertentu di lingkungan badan peradilan yang berbeda-beda.4
Bangsa Arab, sebelum Islam datang, juga mempunyai tradisi yang unik.
Tradis yang mengakar, dalam tata masyarakat mereka hanya laki-laki yang pandai
melempar lembing yang mendapatkan warisan. Yang tidak mampu berperang atau
tidak bisa menghadapi musuh di medan tempur tak akan beroleh bagian.
Islam datang sebagai pembela kaum lemah dan anak yatim. Tetapi pada waktu
dilakukan perang membela diri oleh segolongan kecil kaum muslimin terhadap
serangan seluruh kabilah arab yang membagi waris kepada anggota keluarga yang
mampu bertempur, Islam mengumumkan bahwa pembagian waris semacam itu tidak
2 Departemen Agama R.I, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam dalam DIR. JEN. Badan Peradilan Agama Islam (Jakarta: DIK 2OOO, 2000), h. 81.
3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Eds., (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1998), h. 356
4 Departemen Agama R.I, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum dalam DIR. JEN. Kelembagaan
Agama Islam dengan kata pengantar oleh H. Arif Furqan (Cet. II; Jakarta: t.t., 2002), h. 81.
3benar, Islam baru menempatkan janda dan anak yatim dalam posisi berhak menerima
warisan, sama dengan yang pandai bertempur membela kabilah atau negara. Pada
waktu hukum waris diumumkan, untuk pertama kalinya, sebagian sahabat merasa
keberatan. Mereka mengadu kepada Nabi suci, bahwa mereka keberatan jika harus
menyerahkan separuh harta kekayaan kepada makhluk yang tak mampu naik kuda
dan bertempur melawan musuh.
Hukum waris yang diundangkan oleh Islam terdapat dua macam perbaikan:
1. Islam mengikutsertakan kaum perempuan sebagai ahli waris seperti laki-
laki.
2. Islam membagi harta warisan kepada segenap ahli waris secara proporsonal.
Berbeda dengan undang-undang Barat yang menyerahkan seluruh harta
warisan kepada laki-laki tertua. 5










“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta
5 Abu Umar Basyir, Warisan, (Solo: Rumah Dzikir, 2006), h. 21-23.
4peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bahagian yang telah ditetapkan”.6
Diriwayatkan oleh Abusy Syaikh dan Ibnu Hibban di dalam Kitab al-Faraaidl
(ilmu waris), dari al-Kalbi, dari Abu Shalih, yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas bahwa
kebiasaan kaum jahiliyah tidak memberikan harta waris kepada anak wanita dan anak
laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar bernam Aus bin Tsabit wafat
dan meninggalkan dua orang putri serta seorang anak laki-laki yang masih kecil,
datanglah dua orang pamannya, yaitu Khalid dan ‘Arfathah, yang menjadi Asabat.
Mereka mengambil semua harta peninggalannya. Maka datanglah istri Aus bin Tsabit
kepada Rasulullah saw. untuk menerangkan kejadian itu. Rasulullah bersabda: “Saya
tidak tahu apa yang harus saya katakan.” Maka turunlah ayat tersebut (an-Nisaa’: 7)
sebagai penjelasan tentang hukum waris dalam Islam. (Asabat adalah ahli waris yang
hanya mendapat sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat
bagian tertentu).7
Di Indonesia, sistem kewarisan terdapat beberapa sistem kewarisan, yaitu:
hukum kewarisan Adat, Islam dan KUHPerdata. Dalam sistem kewarisan Islam yang
dianut hanya berlaku untuk orang yang beragama Islam begitupun hal lainnya
Sehingga undang-undang (aturan) dan tempat mengadilinya (jika terdapat sengketa)
berbeda dengan yang non Islam, begitu juga dengan hukum adat yang berlaku di
Indonesia. Dengan adanya hukum kewarisan tersebut yang diatur oleh badan negara,
membuat para pencari keadilan dapat memperoleh keadilan sesuai dengan hukum
yang berlaku.
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Jumanatul ‘Ali-Art, 2004),
h. 79.
7 Untung Sugiyarto, S.Sos.I, AlQur’an Mulia http://alquranmulia.wordpress.com/ tag/
asbabun-nuzul-surat-an-nisa (13 Mei 2013)
5Dalam hukum kewarisan Islam sebagaimana diatur oleh kompilasi hukum
Islam, kelompok yang berhak menerima warisan yang diatur pada pasal 174 ayat 1
adalah:
1. Menurut Hubungan kekerabatan atau hubungan darah
Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh
adanya hubungan darah dan dengan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat
adanya kelahiran. Karena itu, bila seorang anak anak lahir dari seorang ibu, maka ibu
mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya. Hal itu tidak dapat
dipungkiri oleh siapapun karena setiap anak lahir dari rahim ibunya berlaku
hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibu yang melahirkannya.
Sebaliknya jika diketahui hubungan antara ibu dan anak, maka dicari pula
hubungan laki-laki yang menyebabkan ibu melahirkannya. Apabila dapat dibuktian
secara hukum melalui perkawinan yang sah laki-laki penyebab ibu melahirkan, maka
hubungan kekerabatan berlaku pula antara anak dengan ayah yang menyebabkan
kelahirannya.
Apabila mengetahui hubungan kekerabatan antara anak dengan ibu yang
melahirkannya, maka diketahui pula hubungan kekerabatan garis keatas maupun garis
kebawah, baik garis dari ibu maupun garis ayah. Dengan mengetahui hubungan
kekerabatan baik garis ibu maupun garis ayah, dapat juga diketahui struktur
kekerabatan yang tergolong ahli waris apabila seseorang meninggal dunia dan
meninggalkan harta waris.
Adapun yang termasuk ahli waris menurut hubungan kekerabatan atau
hubungan darah terdiri dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Golongan
laki-laki terdiri atas ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek. Golongan
6perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Hubungan perkawinan.
Hubungan perkawinan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam
adalah hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Karena itu bila seorang
suami meninggal dan meninggalkan harta waris, maka janda itu termasuk ahli waris,
demikian sebaliknya duda itu termasuk ahli waris dari seorang istri yang meninggal.8
Khusus untuk pembagian harta waris, dapat dilakukan secara damai atas
kesepakatan atau kerelaan masing-masing ahli waris dan pembagian harta waris
secara damai dapat dilakukan di luar pengadilan (non litigasi) dan juga dapat melalui
sidang pengadilan.
Pembagian harta waris secara damai melalui sidang pengadilan dilangsungkan
pada saat perkara (sengketa) waris di depan sidang pengadilan. Dalam ketentuan
perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum pokok perkara diperiksa, hakim
harus mengajukan kepada para pihak yang bersengketa atau berperkara untuk
berdamai. Apabila terjadi pembagian harta waris secara damai di depan sidang, maka
dibuatkanlah akta perdamaian bagi pihak yang berperkara dan dihukum untuk
menaati isi dari akta perdamaian yang telah disepakati bersama.
Upaya kearah itu, maka bagi orang yang beragama Islam dapat dilakukan
melalui pertolongan pembagian harta waris oleh Pengadilan Agama. Pertolongan
pembagian harta waris di luar sengketa (secara damai) oleh Pengadilan Agama
8 Departemen Agama R.I, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam dalam DIR. JEN. Badan Peradilan Agama Islam (Jakarta: DIK 2OOO, 2000), h. 83.
7didasarkan pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.9
Untuk pembagian harta waris secara damai di luar sidang pengadilan pada
Pengadilan Agama Jeneponto dilakukan atau diselesaikan oleh para ahli waris itu
sendiri, misalnya dengan meminta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka
masyarakat atau pihak lainnya. Namun demikian dikemudian hari terkadang harta
waris yang telah dibagi secara damai oleh para ahli waris, dapat disengketakan
kembali. Untuk menghindari terjadinya sengketa waris terhadap harta waris yang
telah dibagi secara damai oleh para ahli waris, maka pembagian yang dimaksud dapat
dibuat secara tertulis, yaitu dibuat akta komparisi (akta ke ahli waris) di Pengadilan
Agama. Maka dari itu  itu penulis ingin memuat dan meneliti lebih mendalam tentang
pelaksanaan pembagian harta waris di luar sengketa.
B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diangkat
sebuah pokok masalah yakni bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris
pada Pengadilan Agama kab. Jeneponto
Sehubungan dengan pokok masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan
beberapa sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris bagi masyarakat muslim di
Kabupaten Jeneponto?
9Departemen Agama R.I, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan
Peradilan Agama dalam DIR. JEN. Badan Peradilan Agama Islam (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah,
2004), h. 273.
82. Bagaimana peran Pengadilan Agama Jeneponto dalam pembagian harta
warisan Islam luar sengketa di Kabupaten Jeneponto?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Oprasional Penelitian
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan memahami
penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa istilah yang
dianggap penting.
a. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan,
keputusan, dsb).10
b. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan,
hitungan membagi.11
c. Harta Warisan Islam adalah harta bawaan yang ditambah bagian dari harta
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tahjiz), pembayaran hutang
dan pemberian untuk kerabat.12
10 Daryanto, kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Jakarta: Apollo Lestari, 1997), h.384.
11 Ibid., h. 65.
12 Departemen Agama, op. cit., Kompilasi Hukum Islam, h. 81.
9d. Di Luar Sengketa adalah sesuatu yang tidak merupakan bagian dari
sesuatu yg menyebabkan perbedaan pendapat (pertengkaran, perbantahan,
pertikaian, perselisihan).13
2. Ruang lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Kab.
Jeneponto. Adapun judul skripsi ini, memberikan lingkup penelitian pada
pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta waris di luar sengketa
pada Pengadilan Agama Jeneponto.
D. Kajian Pustaka
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu tentang pelaksanaan
pembagian harta waris bagi masyarakat muslim di Kabupaten Jeneponto, dan
Bagaimana peran Pengadilan Agama Jeneponto dalam pembagian harta warisan
Islam luar sengketa di Kabupaten Jeneponto. Mungkin sudah banyak literatur yang
membahas tentang masalah ini, namun penulis pada skripsi ini akan membahas secara
khusus tentang judul skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih terfokus pada
pokok kajian penulisan maka penulis telah menggunakan beberapa literatur yang
masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia, dalam buku ini
memberikan gambaran bahwa hukum kewarisan, yang disebut dengan
fara’id (ketentuan) adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya. Dalam
13 Ebta Setia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1. ed. 3 http://pusatbahasadan
diknas.go.id/kbbi (12 desember 2010)
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penerapannya, ketentuan baku dalam menjadi pedoman  untuk
menentukan proporsional penyelesaian pembagian warisan
2. Beni Ahmad Saebani dalam bukunya Fiqh Mawaris, dalam buku ini yang
dapat penulis tangkap adalah pengertian, tujuan, fungsi, asas-asas, tata
cara pembagian dan bagian-bagian kewarisan Islam yang berkaitan
dengan ketentuan al-Quran dan hadis.
3. Abu Umar Basir dalam bukunya Warisan; dalam buku tersebut,
penjabaran yang penulis tangkap adalah bagaimana membagi harta
warisan si mayit, menjabarkan sebuah konsep dan konsekuensi bahwa
setiap jiwa pasti akan meninggal dunia dan  ketika orang meninggal dunia
akan meninggalkan hasil jerih payahnya kepada ahli warisnya.
4. Kementrian Agama dalam bukunya Pelaksanaan Hukum Waris di
Kalangan Umat Islam di Indonesia, yang penulis tangkap bahwa hukum
waris di kalangan umat Islam di Indonesia perlu dikaji dan selanjutnya
perlu aktualisasi fiqhi waris dalam Kompilasi Hukum Islam pada tatanan
hukum yang selalu mengalami perubahan.
5. Depertemen Agama dalam bukunya Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum;
dalam buku ini membahas tentang penggambaran sistem hukum
kewarisan yang berlaku secara konseptual dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Pembahasan skripsi ini bertujuan:
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris di Kabupaten
Jeneponto.
2. Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Jeneonto dalam pelaksanaan
pembagian harta di luar sengketa di Kabupaten Jeneponto.
Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:
1. Diharapkan dapat sebagai masukan bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto
dalam arti luas dan secara khusus bagi aparat pemerintahan dalam rangka
mensosialisasikan dan menerapkan pembagian harta waris di luar sengketa
oleh Pengadilan Agama di Kabupaten Jeneponto.
2. Sebagai penelitian ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat pula menambah
khasanah ilmu pengetahuan. Selain itu dapat bermanfaat dalam upaya
pelaksanaan hukum kewarisan khususnya para ulama dan aparat
pengadilan agama dalam menerapkan pembagian harta waris di luar
sengketa.
F. Garis Besar Isi
Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, pada tiap bab dirinci menjadi beberapa sub
bab. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini,
maka akan dikemukakan sistematika penulisannya sebagai berikut :
Bab pertama: merupakan bab pandahuluan, yang mencakup penjelasan-
penjelasan yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas sebagai titik tolak
pembahasan, sehingga dengan membahas bab ini, penulis dapat memberikan
gambaran secara umum dari isi pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini yang
dimulai dengan latar belakang, lalu rumusan dan batasan masalah agar penulis dapat
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memfokuskan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dan juga untuk
melahirkan pembahasan yang lebih terakomodir dengan baik dengan
menspesifikasikan ke dalam beberapa sub bab. Uraian selanjutnya penulis
memberikan batasan atas judul yang akan dibahas dalam uraian pengertian judul
dimaksudkan untuk nampak jelas titik sentral arah pembahasan yang akan diuraikan
oleh penulis atas judul tersebut.  Juga sumber-sumber buku yang menjadi rujukan
penulis dalam penulisan skripsi ini.
Bab kedua, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang ilmu waris Islam
dan perkembangannya. Pada bab ini akan dijelaskan pengertian harta waris, Dasar
hukum pembagian harta waris, kelompok dan besar bagian ahli waris, asas-asas
kewarisan islam, serta sebab - sebab dapat mewarisi dan terhalang ahli waris.
Bab ketiga: Dalam mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini penulis
menggunakan beberapa metode dengan membahas metode penelitian, dalam hal yang
melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan menguraikan  tujuan dan
kegunaan penelitian. Dan terakhir sistematika pembahasan yang memberikan
gambaran mengenai skripsi ini secara keseluruhan bedasarkan komposisi bab.
Bab keempat, dalam bab keempat merupakan bab inti pembahasan penulis
yang tidak lepas kaitannya dari bab-bab sebelumnya, sehingga sebagai pokok
bahasan, penulis dalam bab ini tertuju kepada pelaksanaan pembagian harta waris di
luar sengketa. Bab ini dimulai dengan memuat gambaran umum kantor Pengadilan
Agama Jeneponto. Kemudian akan dibahas tentang analisa tingkat pelaksanaan
pembagian harta waris di luar sengketa. Selanjutnya akan dibahas tujuan pembagian
harta waris di luar sengketa. Terakhir, dibahas uraian tugas dan fungsi Pengadilan
Agama Jeneponto. Sehingga dapatlah terlihat uraian penulis dari bab ke bab suatu
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gambaran bahwa ilmu waris Islam merupakan ilmu yang mempunyai peranan penting
dalam pembagian harta waris Islam.
Bab terakhir yaitu bab kelima, pembahasannya berkisar pada kesimpulan-
kesimpulan secara menyeluruh dari apa yang dibahas oleh penulis dalam skripsi.




Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam
A. Pengertian harta waris
Harta waris merupakan salah satu unsur disamping dua unsur lainnya (pewaris
dan ahli waris) dalam hukum kewarisan Islam. Dalam alquran ada tiga istilah yang
digunakan dalam masalah kewarisan, yaitu :
1. Istilah “waris” dari kata “ﺎﺛﺮﻣ - ثرو-ثﺮﯾ-اﺎﺛر “ yang berarti mempusakai
harta. Seperti lapaz dalam surah An-Naml ayat 16 yang berarti sulaiman
mewarisi Daud”. Maknanya menurut bahasa ialah “berpindahnya sesuatu dari
seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.
Sedangkan makna al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah
berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli
warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang),
tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.
2. 14
3. Istlilah “tarikah” yang dibentuk dari kata “ كﺮﺗ-كﺮﺘﯾ -ﺔﻛﺮﺗ “ yang berarti
“pusaka, harta peninggalan”. Seperti lapaz “كﺮﺗ ﺎﻣ ﺚﻠﺸﻟا ﻦﮭﻠﻓ” dalam surah
an-Nisa ayat 11 yang berarti “maka bagi mereka dua pertiga dari harta
peninggalan”. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sesuatu yang
ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk
14 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam (Cet. 2; Jakarta: Gema





benda  (harta benda) dan hak-hak kebendaan serta hak-hak yang bukan hak
kebendaan.15
4. Istilah “faraidh” yang dibentuk dari kata “ ضﺮﻓ -ضﺮﻔﯾ-ﺔﻀﯾﺮﻓ “ yang berarti
“perlu, wajib”.
Yang dimaksud dengn apa-apa yang ditinggalkan oleh pewaris meliputi dua
hal :
1. Harta benda berupa benda bergerak dan tidak bergerak.
2. Hak-hak pewaris.
Selanjunya yang dimaksud dengan yang dibenarkan oleh syariat adalah harta
peninggalan pewaris setelah dikeluarkan hak-hak yang terkait dengan harta
peninggalan tersebut dan menjadi kewajiban para ahli waris.
Dalam pasal 175 ayat 1 dan 2 Instruksi Presiden nomor 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa ahli waris mempunyai kewajiban
dan tanggung jawab terhadap pewaris yaitu :
1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris :
a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan maupun menagih
hutang.
c. Menyelesaiakn wasiat pewaris.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap  hutnag-hutang atau kewajiban pewaris
hanya sebatas pada jumlah atau nilai harta sepeninggalannya.
15 Suhrawardi dan komis simanjuntak, Hukum Waris Islam (Jakarta: Sinar Grafika 2004), h.
47.
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Sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab ahli waris diatas, maka pada
pasal 187 ayat 1 dan 2 inpres nomor 1 tahun 1991 ditetapkan bahwa :
Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris
semasa hidupnya atau para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai
pelaksana pembagian harta warisan.
Dengan tugas :
a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak
maupun benda tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris
yang bersangkutan, bila perlu dinilai dengan uang.
Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris. Sisa dalam
pengeluaran itu dimaksud diatas adalah merupakan harta warisan yang harus
dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
Kompilasi hukum Islam menetapkan harta peninggalan pewaris bukan saja
dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, tetapi juga benda yang
bergerak. Demikian pula dibedakan antara harta peninggalan dengan harta
waris.
Dalam kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf d disebutakan bahwa harta
peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik harta benda yang
menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
Dengan demikian harta peninggalan menurut hukum kewarisan Islam adalah
harta yang ditinggalkan oleh pewaris berupa harta benda ataupun hak-haknya, dan
yang dimaksud harta waris adalah sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris
baik berupa harta benda maupun hak-haknya setelah dikeluarkan hutang-hutang
pewaris dan biaya-biaya dari akibat kematian pewaris maupun biaya pengurusan
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pemakaman pewaris serta hal-hal lain yang terikait dengan harta peninggalan seperti
wasiat.
B. Dasar Hukum Pembagian Harta Waris Di luar Sengketa
Secara konstitusional pembagian harta waris di luar sengketa khusu bagi
orang-orang yang beragama Islam didasarkan pada pasal 107 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada ayat (2). Ketentuan yang
dimaksid selengkapnya sebagai berikut :
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 a Reglemen Indonesia
yang diperbaharui (RIB), Staatsblaad tahun 1941 nomor 44, mengenai
permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan  di luar sengketa
antara orang-orang yang beragama Islam dilakukan berdasarkan hukum
Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama”.
Dengan demikian , pembagian harta waris bagi para ahli waris secara sukarela
(di luar Sengketa) khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dilakukan oleh
Pengadilan Agama dengan ketentuan untuk pembagian didasarkan pada hukum
kewarisan Islam sesuai dengan porsi masing-masing sesuai dengan kedudukan ahli
waris.
Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 183 disebutkan
bahwa:
“para ahli waris dapat besepakat melakukan perdamaian dalam pembagian
harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.16
Kata besepakat melakukan melakukan pedamaian termasuk didalamnya
bentuk pembagian harta waris di luar sengketa antara orang-orang yang Beragama
Islam yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama.
16 Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit, h. 86.
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C. Kelompok dan Besar Bagiannya Masing-Masing Ahli Waris
Kelompok ahli waris  yang menurut alquran telah ditentukan bagiannya yang
disebut Dzul Faraidh.
1. Kelompok ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut Ashabah
2. Kelompok ahli waris menurut garis ibu, disebut Dzul Arham.
Kelompok Dzul Faraidh
Kelompok ahli waris dzul faraidh adalah para ahli waris yang mempunyai
bagian dari ahli waris yang mempunyai bagian dari harta waris yang telah ditentukan.
Fathur Rahman menjelaskan bahwa : “Syariat Islam menetapkan jumlah furudul
muqaranah ada enam macam, yaitu :






Para ahli waris yang yang memproleh bagian Duapertiga (2/3) adalah :
a. Dua (2) orang anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan apabila tidak ada
anak laki-laki.






“..........Maka apabila ada anak perempuan dua orang atau lebih, bagi mereka
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.......”
Ayat tersebut  di atas menentukan bahwa apabila ada dua anak perempuan
atau lebih dan tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai orang yang menjadikan
ashabah, maka dua anak perempuan atau lebih berhak mendapat dua pertiga dari
harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris.
b. Dua (2) cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki apabila anak
perempuan tidak ada. Cucu perempuan dua orang atau lebih mewarisi harta
datuknya dengan mendapat dua pertiga jika tidak ada anak perempuan.
c. Dua (2) orang saudara perempuan sekandung atau lebih, jika tidak bersama-
sama dengan muashibnya.





“jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.”17
d. Dua orang saudara perempuan sebapak


















“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387].
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu):
jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan
mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang
perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara
perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara
perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta
yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris
itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian
seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu
tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”18
Ayat tersebut di atas menentukan bahwa dua orang saudara perempuan
sebapak mendapat bagian dua pertiga apabila ahli waris  tidak meninggalkan atau
tidak mempunyai anak perempuan kandung atau cucu perempuan pancar laki-laki
atau saudara perempuan kandung.
Para ahli waris mendapat bagian sepertiga dari harta waris ada dua golongan,
yaitu :
a. Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu ( anak dari
anak laki-laki) dan tidak pula meninggalkan dua saudara baik laki-laki
maupun perempuan baik seibu sebapak ataupun sebapak atau seibu saja.
18 Departemen Agama R.I., loc. cit.
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b. Dua (2) saudara atau lebih dari saudara yang seibu baik laki-laki maupun
perempuan.
Dasar hukumnya dalam Alquran adalah Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12.





















“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu
seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang
ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang
yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang
meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui
siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.
ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana”.19
Menurut riwayat turunnya ayat ini berkaitan dengan kasus yang menimpa
Sa’ad bin Rabi’ pada waktu Perang Uhud, yang mana dalam sebuah hadis yang
dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tarmidzi dari hadis Jabir
menyatakan sebab-sebab turunnya ayat ini (begitu juga ayat 12) yang mana
dikemukakamn bahwa Jabir berkata, “Datang janda Sa’ad bin Rabi’ kepada
Rasulullah saw., dan berkata, Ya Rasulullah. Ini ada dua orang anak perempuan
Sa’ad dengan saya, bapak keduanya (Sa’ad) telah mati syaihid ketika ikut berperang
denganengkau di medan pertempuran Uhud, paman keduanya (saudara laki-laki
kandung Sa’ad) telah mengambil harta bendanya dan tidak disisihkan sedikit pun,
sedangkan keduanya tidak dapat dikawinkan keduanya mempunyai harta. Lalu Rasul
berkata: Allah akan memberi ketentuan mengenai hal ini. Maka kemudian turunlah
ayat tersebut. Lalu Rasul mengirim utusan untuk memanggil kedua orang tersebut
19Ibid., h. 78.
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(saudara laki-laki kandung Sa’ad), dan sesudah menghadap Rasul, lalu Rasul
memerintahkan agar kepada kedua orang anak perempuan Sa’ad diberikan 2/3 harta
peninggalan dan ibunya mendapat 1/8 harta peninggalan dan sisanya ambillah
olehmu”. (Al-Maraaghy, Juz 4 halaman 195).20
























“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-
isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari
harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka
buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai
anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi
wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.
jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara
perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis
saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu
lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274].
(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-
benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Penyantun.”21
Para ahli waris yang mendapat bagian seperenam bagian dari harta
peninggalan ada 7 sebagai berikut :
1. Ayah, dengan keturunannya apabila bersama anak laki-laki atau anak dari
anak laki-laki. (An-Nisa ayat 11).
2. Ibu, apabila ia bersama-sama dengan seorang anak laki-laki atau cucu dari
laki-laki, atau dua orang saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung,
sebapak saja atau seibu saja.
3. Nenek (ibu dari bapak atau ibu dari ibu) jika ibu tidak ada.
21 Departemen Agama R.I., Op. Cit., h. 79.
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4. Datuk, (bapak dari bapak) bila mewarisi bersama-sama anak atau anak dari
anak laki-laki sedangkan bapak tidak ada.
5. Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan seorang anak perempuan
kandung.
6. Saudara seibu, laki-laki maupun perempuan.
7. Saudara perempuan sebapak saja atau lebih jika bersama-sama dengan
saudara perempuan sekandung.
Untuk para ahli waris yang mendapat bagian seperdua ada lima kelompok orang,
yaitu :
a. Seorang anak perempuan mendapat seperdua bagian dari harta pewaris jika
tidak bersama-sama dengan saudaranya.
b. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-
laki memproleh seperdua baian jika tidak ada anak perempuan.
c. Suami, (duda) mendapat seperdua bagian jika isteri yang meninggal tidak
meninggalkan anak dan tidak pula meninggalkan cucu dari laki-laki baik laki-
laki maupun perempuan.
d. Seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saja.
Seorang saudara perempuan sebapak, apabila tidak bersama-sama dengan
anak perempuan kandung atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau
saudara perempuan sekandung.
Ahli waris yang mendapat seperempat menurut ketentuan Q.S. An-Nisa ayat
12 adalah :
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1) Suami (duda), dalam keadaan mewarisi bersama-sama anak baik anak laki-
laki maupun anak perempuan atau anak dari anak laki-laki baik perempuan
maupun laki-laki.
2) Isteri (janda), mendapat seperempat jika pewais tidak meninggalkan anak.
Adapun ahli waris yang mendapat seperdalapan bagian adalah : hanya satu
orang saja, yaitu isteri (janda), jika pewaris meninggalkan harta waris dan
meninggalkan ahli waris isteri bersama dengan anak baik anak laki-laki maupun anak
perempuan atau anak dari anak laki-laki baik perempuan maupun laki-laki.
Kelompok Ashabah
kelompok ahli waris ashabah dijelaskan oleh Sayyis Sabiq adalah sebagai
berikut :
“Yang dimaksud dengan ashabah disini  adalah mereka yang mendapatkan
sisa sesudah ashabul furudh  mengambil bagiannya yang ditentukan bagi
mereka”.
Kelompok ahli waris yang termasuk ashabah barulah mendapat  bagian sesuai
porsi masing-masing yang telah ditentukan. Hal itu didasarkan pada hadis Rasulullah
saw. Dari Ibnu Abbas riwayat Bukhari sebagai berikut :
ﺮﻛذ ﻞﺧر ﻲﻟوﻻ ﻮﮭﻓ ﻲﻘﺑ ﺎﻤﻓ ﺎﮭﻠھ ﺎﺑ ﺾﺋاﺮﻔﻟا اﻮﻘﺤﻟا
Terjemahnya:
“berilah faraidh (bagian) yang telah ditentukan dalam alquran kepada yang
berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki
yang tersekat”.22
22 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2012), h. 44.
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Hadis tersebut di atas memerintahkan agar harta waris harus dibagi kepada
ahli waris yang berhak menerima warisan orang yang meninggal yakni kelompok ahli
waris Ashabul furudh berdasarkanyang ditetapkan dalam alquran, sisa ashabul
furudh merupakan bagian kelompok ahli waris ashabah. Al hafidh Ibnu Qayyim
menjelaskan bahawa yang dimaksud  dengan sisa adalah “sisa dari ashabul furusdh”.
Kelompok ahli waris dzul arham adalah kelompok ahli waris yang tidak
termasuk dalam kelompok ashabah, yakni mencakup seluruh keluarga yang
mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal dunia. Pengertian lapaz





“Dan orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab
Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.
D. Asas-Asas Kewarisan Islam
Berdasarkan atas pengelompokan dan besar bagian masing-masing ahli waris
yang didasarkan pada alquran dan hadis Nabi saw., maka terkandung beberapa asas
yang harus diperhatikan dalam hukum kewarisan Islam. Muhammad Daud Ali
mengemukakan lima asas mengenai kewarisan Islam, yaitu :
a. Asas Ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisaan Islam mengandung
pengertian peralihan harta dari seorang yang  meninggalkan dunia kepada ahli
warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt., tanpa
digantungkan kepada kehendak pewaris  atau ahli waris. Unsur Ijbari dalam
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hukum kewarisan Islam itu terutama terlihat dari segi ahli waris wajib
menerima berpindahnya harta pewaris sesuai dengan jumlah yanng ditentukan
bagi mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan
pewaris.
b. Asas Bilateral, yaitu seorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak,
yaitu pihak kerabat terutama laki-laki dan pihak perempuan. Dalam kompilasi
hukum Islam diatur dalam pasal 171 ayat (1), pasal 176 sampai dengan pasal
182.
c. Asas individual, mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-
bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.
Pembagian secara individual ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap
manusia sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menjalankan hak dan
kewajiban.
d. Asas keadilan berimbang yaitu bahwa asas ini mengandung pengertian harus
senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang
diperoleh seseorang dengan kewajiban  yang diemban.
e. Asas semata akibat kematian, yaitu hukum Islam menetapkan peralihan harta
peninggalan seseorang kepada orang lain berlaku sesudah meninggalnya yang
mempunyai harta.23
E. Sebab – Sebab Mendapat Warisan dan Tidak Mendapat Warisan
Salah satu yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah
menyangkut “Waris”, secara garamatikal berarti “yang tinggal atau yang kekal”,
maka dengan demikian apabila dihunungkan dengan persoalan hukum waris,
23 Ibid., h. 19.
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perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka
dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan populer diistilahkan dengan “Ahli
Waris”.
Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab
seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan
sebagai berikut :
1. Karena hubungan perkawinan
Seseorang dapat memproleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan
adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang
termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.
2. Karena adanya hubungan darah
Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan
adanya hubungan nasab atau hubungan darah (kekeluargaan) dellngan si
mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: ibu, bapak, kakek, cucu,
cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.
3. Karena memerdekakan si mayit
Seseorang dapat memproleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit
disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal
ini dapat  saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.
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4. Karena sesama Islam
Seseorang muslim yang meninggal dunia dan ia tidak ada meninggalkan ahli
waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul
Maal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.
Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya
hak kewarisan atau penghlang mempusakai) adalah disebabkan:
1. Karena halangan kewarisan
Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seorang
ahli waris untuk mendapatkan warisan adalah disebabkan:
a. Pembunuhan
Perbuatan membunuh dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris
menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk
mendapatkan waisan dari pewaris.
Ketentuan ini didasarkan kepada Hadis Nabi Muhammad saw., dari Abu
Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan
bahwa:
“Seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari
orang yang dibunuhnya”.
Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan,
namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang
sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa.
Untuk lebih mendalami pengertiannya ada baiknya dikategorikan  sebagai
berikut ;
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1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti:
- Pembunuhan di medan perang
- Melaksanakan hukuman mati
- Membela jiwa, harta dan kehormatan.
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana
kejahatan), seperti
- Pembunuhan dengan sengaja
- Pembunuhan yang tidak sengaja
Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk
mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat dan pendapat yang
berkembang adalah sebagai berikut:
a. Pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafi’i, bahwa pembunuhan dalam bentuk
apa pun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan.
b. Menurut Imam Maliki, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah
pembunuhan yang disengaja.
c. Menurut Imam Hambali, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan
adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak
menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sanksi akhirat.
d. Menurut Imam Hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan
adalah adalah yang dikenai sanksi Qishas, sedangkan pembunuhan yang tidak
berlaku padanya qishas (kalaupun disengaja seperti yang dilakukan oleh anak-
anak atau dalam keadaan terpaksa) tidak menghalangi kewarisan.
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e. Ulama Syi’ah berpendapat bahwa yang menghalangi seseorang untuk
mendapatkan hak kewarisan adalah pembunuhan dengan sengaja. Serta
pembunuhan secara hak tidak menghalangi kewarisan
f. kelompok Khawarij berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan baik
dengan hak atau dengan tidak barhak tidaklah menghalangi seseorang untuk
mendapatkan warisan (Alasan mereka perihal kewarisan sudah ada ketentuannya
dalam alquran, dan hadis tersebut  tidak cukup kuat untuk membatasi umumnya
keberlakuan ayat-ayat alquran).
Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang
dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan:
a. Pembunuh itu memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya
kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
b. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
c. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan  yang di dalam istilah agama
disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat,
maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan
untuk mendapatkan nikmat.
b. Karena perbedaan atau berlainan agama
Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang
dianut antara pewaris  dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris
dari bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah
mewaris dari seseorang muslim.
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Ketentuan ini didasarkan kepada bunyi sebuah hadis dari Usamah ibn Zaid
menurut riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tarmidzi dan Ibnu Majah yang
artinya sebagai berikut : “Seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan
muslim dan yang bukan muski tidak dapat menerima warisan dari seorang muslim”.
(Al-Bukhari, hal.181)
Selain itu hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan
sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik (hubungan
kemasyarakatan) dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syaria’ah
(termasuk dalam hukum waris), hal ini sejalan dengan ketentuan alquran sebagai
berikut :









“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu
yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti
keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan
orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu,
Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.
2. Kelompok Keutamaan dan Hijab
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Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal
pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak
lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak dibandingkan
dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak dibandingkan dengan
kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan
kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah seibu, sebab
saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah atau ibu saja)
Kelompok keutamaan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan
alquran sebagai berikut :









“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta
berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga).
orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab
Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.
Namun demikian perlu dicatat bahwa penentuan kelompok keutamaan dalam
hukum waris Islam dominan ditentukan oleh “jarak hubungan” ketimbang “garis
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hubungan” kekerabata, dan oleh karena itu pula seorang keturunan ke bawah (seperti
anak dari si mayit) tidaklah lebih utama dibandingkan dengan seseorang garis ke atas
(sepeti ayah  dari si mayit) menpunyai jarak  yang sama dengan si mayit, hal ini






“....(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa
di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana”.
Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini sendirinya
menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terhalang atau terhijab)
oleh ahli waris yang lain, dengan demikian di dalam hukum waris Islam dikenallah
“lembaga hijab”.24




Menurut Bambang S. Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu
manusia dalam taraf keilmuan.
“Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang
disebut ilmu.” “Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu
merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-
syarat yang dimaksud yang tercantum dalam metode ilmiah.”
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Metode merupakan suatu atau cara untuk memperoleh kembali pemecahan
terhadap segala permasalahan. Sedangkan metodologi merupakan hal yang penting
untuk menentukan secara teoritis teknik operasional yang dipakai sebagai pegangan
dalam mengambil langkah-langkah.26
Metodologi itu dapatlah penulis kemukakan sebagai berikut:
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian
eksploratif dan deskriptif. Peneilitian ekspolratif yaitu penjajakan atau penjelajahan
bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai skripsi ini. Sedangkan
penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara
tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau
25Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (jakarta: Raja Grafindo Persada,  2002),  h.
46.
26 P. Joko Subagyo, Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek (Cet. 4; Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2004), h. 2.
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menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam
masyarakat terhadap obyek penelitian ini.27
B. Jenis Pendekatan
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah teologi sosiologis (empiris)
dan teologi normatif (syar’i’ = hukum Islam), pendekatan yang meninjau dan
menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data
kepustakaan atau library research. Penelitian ini menekankan pada segi-segi
sosiologis, artinya hukum dikonsepsikan sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang
bertujuan untuk menganalisis singkronisasi antara “hukum dan masyarakat” (law and
society) mengenai hukum kewarisan Islam yang telah diterapkan oleh semua pihak
yang terkait.28
Dalam penelitian mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan Islam di
luar sengketa pada Pengadilan Agama Kab. Jeneponto. Penelitian ini menggunakan
tipe penelitian normatif (syar’i’ = hukum Islam). Hal ini disebabkan penelitian
hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai perangkat hukum yang terkait dengan
pelaksanaan pembagian harta warisan Islam di luar sengketa meliputi:
Inventarisasi (identifikasi) hukumnya dengan mengkaji peraturan pelaksanaan
pembagian harta warisan Islam di luar sengketa oleh pengadilan agama yang diatur
dalam pasal 107 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
27 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Ed. 1-6; Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), h. 25.
28 Bambang Sunggono, op. cit.,  h. 73.
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Taraf singkronisasi hukumnya dengan mengkaji seluruh aturan yang telah
diinventarisasi untuk mengetahui singkronisasi aturan-aturan tersebut.
C. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di Pengadilan
Agama Kab. Jeneponto dengan berdasarkan:
a. Jenis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif.
Kualitatif yaitu suatu jenis data yang mengategorikan data secara tertulis, sedangkan
Kuantitatif yaitu berdasarkan jumlah atau banyak data penelitian untuk mendapatkan
data yang mendalam dan lebih bermakna.
b. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:
1) Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan
penelitian di lapangan, yang dilakukan dengan wawancara bebas
terpimpin, yaitu wawancara dengan daftar pertanyaan terlebih dahulu
yang dipakai sebagai pedoman, tetapi variasi pertanyaan yang
disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Tujuannya
adalah untuk mencapai kewajaran secara maksimal sehingga
memudahkan memperoleh data secara mendalam. Berkaitan dengan
hal tersebut diatas yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu
wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Kab. Jeneponto.
2) Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian
kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari
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bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat
hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk
menganalisa permasalahan.
3) Library research atau penelitian kepustakaan, dengan jalan menelaah
buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang
ada relevansinya dengan judul skripsi ini.  Metode ini menggunakan
dua kutipan sebagai berikut:
i. Kutipan Langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan
redaksinya.
ii. Kutipan Tidak Langsung
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara
memformulasikan ke dalam susunan redaksi yang baru, tanpa
sedikitpun merubah susunan redaksinya, mengutip pendapat orang
lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut
tetap sama.
4) Field research atau penelitian lapangan, dengan cara-cara seperti
interview yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan
mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian
untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang
diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan.
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c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
library research (data kepustakaan) berarti membaca buku-buku yang relevan dengan
pokok permasalahan, sedangkan field research (data lapangan) sebagai berikut:
1. Waktu dan Lokasi Penelitian adalah memberikan batasan mengenai
jangka waktu penelitian dan lokasi atau objek penelitian sesuai dengan
obyek permasalahan dan merupakan daerah informasi secara kualitatif
dan kuantitatif.
2. Populasi dan sampel adalah objek penelitian yaitu melakukan
penelitian dengan populasi di Kab. Jeneponto dengan mengambil
sampel di Pengadilan Agama Kab. Jeneponto.
3. Teknik Samplingnya yaitu Kegiatan penelitian ini dimulai dengan
memperoleh nomor putusan dan data putusan hakim mengenai
pelaksanaan pembagian harta warisan Islam di luar sengketa yang
akan menjadi informan dalam penelitian ini. Informan pertama
ditentukan oleh penulis sendiri sampai akhirnya semua data yang
diperlukan terkumpul.
d. Instrumen Penelitian
Instrumen atau alat pengumpul data menentukan kualitas data dan kualitas
data menetukan kualitas penelitian, karena itu, alat pengumpul data harus
mendapatkan penggarapan yang cermat.
Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Buku catatan dipergunakan dalam melakukan Observasi yakni
pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai
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fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian
dilakukan pencatatan.29
2. Recording (Hanphone) dipergunakan dalam melakukan wawancara
(interview) yakni situasi peran antarpribadi bertatap muka (face-to-
face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang
relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.30
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat
dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan),
gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan.
D. Metode Pengolahan dan Analisis Data
a. Metode Pengolahan Data
Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah editing data dan koding
data. Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-
data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.
i. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal
ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta
menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil
wawancara.
29P. Joko Subagyo, op. cit., (Cet. 4; Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2004), h. 63.
30Amiruddin dan Zainal Asikin, op. cit., h. 82.
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ii. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan  pokok
pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu
pada setiap data tersebut.
b. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis
kualitatif dan analisis kuantitatif.
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelolah, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kembali.
Adapun Analisis data kuantitatif adalah data dalam bentuk jumlah dituangkan
untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka atau memperbandingkan dari
beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran baru, kemudiann dijelaskan
kembali dalam bentuk kalimat atau uraian.
Analisis kuantitatif dibuktikan dengan pemakaian teknik uji konstribusi
frekuensi dalam bentuk presentase dengan menggunakan rumus:
P : Prosentase
f : Frekuensi
n : Jumlah Responden
100 % : Bilangan Pengali




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Keadaan Geografis
Kabupaten Jeneponto dengan ibukota Binamu merupakan salah satu
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas wilayah sebesar 749,8 km2,
dimana luas wilayah Kabupaten Jeneponto hanya 1,20% dari luas Sulawesi Selatan
sebesar 62.361,71 km2, terletak pada posisi :
- 5.23'12"-5.42'1,2. Lintang Selatan,
- 119.29'12"-119.56'44,9 Bujur Timur.
Kecamatan Bangkala Barat dan Kecamatan Bangkala dengan luas masing-
masing 153,0 km2 dan 121,8 km2 yang mencakup 36,65% dari keseluruhan luas
wilayah Kabupaten Jeneponto. Secara administrasi pemerintahan terbagi atas 11
Kecamatan, 86 desa dan 27 Kelurahan. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai
berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan Kab. Gowa & Kab. Takalar.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Flores.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Takalar.1




Menurut data BPS Kabupaten Jeneponto, pada tahun 2008-2012 jumlah
penduduk Kabupaten Jeneponto sebanyak 342.222 jiwa. Rasio jenis kelamin
memperlihatkan perkembangan penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu
perbandingan penduduk kelamin laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis
kelamin pada tahun 2008-2012 sebagai berikut:
Table 1.

























Sumber : Data Statistik penduduk 20122
2Data Statistik Penduduk Kabupaten Jeneponto, http://sp2012.bps.go.id/files/ ebook /7304.pdf
(13 Agustus 2013)
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3. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Jeneponto.
Pengadilan Agama Jeneponto dibentuk pada bulan Desember 1962,
pembentukan Pengadilan Agama Jeneponto berdasarkan peraturan pemerintah (PP)
nomor 5 tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957 tentang pembentukan pembentukan
Pengadilan Agama di daerah-daerah di luar Jawa dan Madura.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sekaligus disebutkan daerah-daerah
mana yang akan didirikan Pengadilan Agama secara berturut-turut, termasuk
Pengadilan Agama Jeneponto terdapat dalam nomor urut 80. penetapan tersebut
mulai berlaku sejak tanggal 29 Mei 1962.
Namun demikian pada awal berdirinya Pengadilan Agama Jeneponto waktu
itu hanya memiliki 2 orang pegawai, yaitu K.H.M.Rafi’ sebagai Ketua dan Jata Dg.
Tarang sebagai pesuruh.3
Dengan kondisi seperti di atas, praktis Pengadilan Agama Jeneponto belum
dapat berbuat apa-apa. Sidang-sidang belum diadakan mengingat kelengkapan sebuah
lembaga peradilan belum tersedia. Hakim hanya seorang dan Panitera belum ada,
padahal sebuah persidangan hanya dapat dilaksanakan apabila unsur-unsur tersebut
ada.
Bukan hanya dari segi sumber daya manusianya yang menyebabkan
Pengadilan Agama Jeneponto belum dapat memenuhi fungsinya sebagai lembaga
peradilan, tetapi juga dari segi sarana fisik (perkantoran), alat-alat administrasi dan
pendukung lainnya sangat minim, sehingga kadang-kadang digunakan uang pribadi
ketua.
3PA Jeneponto, Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Jeneponto, www.pa-jeneponto.net
(31 Maret 2013)
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Sebagai tempat pelaksana segala aktifitas peradilan, Pengadilan Agama
Jeneponto untuk sementara waktu menggunakan sebuah rumah sakit yang berhadapan
dengan Pengadilan Negeri Jeneponto Waktu itu. kemudian di rumah sakit tersebut
Pengadilan Agama Jeneponto melayani masyarakat pencari keadilan.
Dalam kurun waktu tahun 1962 sampai dengan tahun 1964, Pengadilan
Agama Jeneponto dapat dikatakan sebagai tahap-tahap pembenahan mendasar.
Dengan demikian, tugas-tugas yang seharusnya diemban sebagai sebuah lembaga
peradilan belum berjalan sebagaimana wajarnya. Hal ini dapat dimaklumi, sebab
dengan kondisi yang sangat minim, baik dari segi tenaga (personil) maupun sarana
pendukung (administrasi dan perkantoran).4
Akan tetapi setiap orang yang akan berperkara, tidak mengajukan permohonan
atau surat gugatan, melainkann diproses secara verbal, tetapi sebelumnya diselesaikan
secara musyawarah di desa masing-masing oleh tokoh masyarakat. Nanti setelah
tokoh masyarakat tidak bisa menyelesaikannya, baru dibawah ke pengadilan untuk
diproses lebih lanjut.
Pada awal tahun 1962 Pengadilan Agama Jeneponto yang pada awal
berdirinya menggunakan rumah sakit umum atas perintah pemerintahan setempat.
Keadaan ini berlangsung sampai akhir tahun 1972.
Kemudian dipindahkan ke kantor Departemen Agama, sebab pada saat itu
Kepala Kantor Departeman Agama yang meminta supaya bertempat di Kantor
Departemen Agama tersebut, maka telah disediakan sebuah ruangan untuk pegawai
Pengadilan Agama Jeneponto, akan tetapi pada waktu itu antara Kepala Departemen
Agama dan Kepala Pengadilan Agama Jeneponto terjadi persaingan, maka Kantor
4Ibid., (31 Maret 2013)
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Pengadilan Agama Jeneponto dipindahkan ke Islamic Centre, yang dijadikan sebagai
tempat pencari keadilan.
Di Islamic Centre tersebut, kemudian Pengadilan Agama Jeneponto mulai
berusaha melengkapi segala kebutuhan dalam rangka memperlancar pelaksanaan
tugas-tugas peradilan. Personil Pengadilan mulai bertambah, Kantor diperbaiki dan
sarana-sarana penunjang lainnya dibenahi.
Berkat ketabahan, usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh para pejabat
Pengadilan Agama Jeneponto pada saat itu, nampaknya mendapat perhatian dari
pemerintah. Sehingga pada awal tahun 1975, Pengadilan Agama Jeneponto mulai
mendapat anggaran belanja yang memadai serta tambahan tenaga personil.
Menjelang akan diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, Pengadilan Agama Jeneponto mulai sibuk mempersiapkan diri dalam
mengantisipasi undang-undang tersebut. Sebab, seperti diketahui bahwa dengan
berlakunya undang-undang tersebut, maka tugas-tugas Pengadilan Agama bertambah
banyak. Pengadilan Agama Jeneponto mengusulkan tambahan tenaga-tenaga trampil
dalam rangka menangani masalah tersebut.5
Satu hal yang agak sedikit menyedihkan warga Pengadilan Agama Jeneponto
saat-saat persiapan itu, yaitu pada saat K.H.M.Rafi’ dimutasi ke Jawa, apalagi
K.H.M.Rafi’ merupakan tokoh yang sangat gigih berjuang dan sangat disegani oleh
aparatnya, warga Pengadilan Agama Jeneponto merasa sangat kehilangan.
Untuk mengantisifasi masalah tersebut di atas, Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Ujung Pandang mengangkat K.H.M.Dahlan sebagai pengganti K.H.M.Rafi’,
kemudian digantikan oleh K.H. Ahmad Dg. Mappuji, warga Jeneponto asli, yang
5Ibid., (31 Maret 2013)
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tentunya lebih gigih lagi berjuang, terutama untuk mendapatkan sebidang tanah dari
pemerintah tingkat II Jeneponto untuk pembangunan sebuah kantor. Akan tetapi
belum sempat cita-cita tersebut terwujud K.H.Ahmad Dg. Mappuji berhenti dari
jabatannya karena memasuki masa pensiun. Kemudian diganti oleh Abdullah Umaeri,
beliau juga adalah warga Jeneponto Asli, sebagaimana halnya K.H.Ahmad Dg.
Mappuji yang gigih berjuang untuk mendapatkan sebidang tanah untuk pembangunan
sebuah kantor, demikian pula halnya Abdullah Umaeri. Sebab pada waktu itu
Pangadilan Agama Jeneponto masih bertempat di Islamic Centre, akan tetapi kita
manusia biasa hanya bisa merencanakan, sebab sebelum cita-cita Abdullah Umaeri
terwujud, Beliau dimutasi kedaerah lain, kemudian diganti oleh Drs. Ahmad Kadir,
dimana beliau kemudian yang melanjutkan cita-cita Abdullah Umaeri, namun belum
sempat juga terwujud apa yang dicita-citakan Drs. Ahmad Kadir di mutasi kerja
kedaerah lain.
Pada awal tahun 1978, Ahmad Kadir diganti oleh H.St.Maliha Kr. Layu, pada
tahun itu pula warga Pengadilan Agama Jeneponto mendapatkan sebuah bangunan di
atas sebidang tanah pemberian pemerintah daerah tingkat II Jeneponto, kantor itu
terletak dijalan M.Ali Dg. Gassing itu mulai dibangun pada awal tahun 1977 dan
diresmikan pada akhir tahun 1979.6
Sejarah berdiri PA Jeneponto di atas merupakan proses dalam tahapan
pembentukan sistem peradilan di Kabupaten Jeneponto yang cukup berat. Adapun
perkembangan Pengadilan Agama Jeneponto selanjutnya dari tiap tahun mengalami
pekembangan yang signifikan dengan mulai rampungnya sistem perlengkapan
gedung yang telah direnofasi, perlengkapan administratif yang menunjang dan
6Ibid., (31 Maret 2013)
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pejabat hakim, panitera, juru sita mulai terlengkapi sesuai dengan peraturan
pemerintah pusat (Mahkamah Agung). sehingga masyarakat dapat merasakan
pelayanan dan kepuasan apabila mereka datang ke kantor Pengadilan Agama ketika
hendak berperkara.
B. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Luar Sengketa
Pelaksanaan pembagian harta waris di luar sengketa terbagi dua
pembagiannya yakni sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, Pengadilan Agama menggunakan :
(1) Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, untuk memperjelas
Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan disamakan
dengan akta komparisi dimana pemohon menghadap Ketua Pengadilan
Agama untuk dibuatkan Akta Pembagian Harta Peninggalan.
(2) Penetapan Ahli Waris menggunakan hukum acara perdata sebagaimana
peradilan umum yang bersifat voluntair, Setelah ada Penetapan Ahli Waris
maka pembagiannya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai
dengan hak masing-masing.
Pada beberapa pelaksanaan pembagian warisan Islam di Kab. Jeneponto,
penulis  menemukan adanya kelemahan atau kecendrungan tidak berjalannya
peraturan perundang-undang yakni dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989. Dari hasil pengamatan penulis dari setiap kasus kewarisan yang masuk
di Pengadilan Agama di Kab. Jeneponto baik dalam gugatan (sengketa) dan
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permohonan (di luar sengketa, damai, penetapan) warisan, adapun data hasil
pengamatan penulis sebagai berikut :
Tabel 2
Data Pelaksanaan Pembagaian Harta Warisan
Tahun Disengketakan P3HP Penetapan Ahli
Waris
2008 - - -
2009 3 - -
2010 5 - -
2011 4 - -
2012 4 - 1
Data : Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto, Mei 20137
Pada tabel di atas, hasil pengamatan dan data penelitian yang masuk di
Pengadilan Agama Kab. Jeneponto, terlihat dengan jelas bahwa pelaksanaan
pembagian harta kewarisan dalam hukum Islam di luar sengketa dalam kurun waktu
2008-2012 sama sekali nihil perkara, sementara pelaksanaan harta waris melalui
sengketa berjumlah 15 perkara begitu pula dengan bentuk penetepan ahli waris
7 PA Jeneponto, Buku Induk Perkara dan Laporan Tahunan tahun 2008-2012, (Jeneponto;
PA, 2013)
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berjumlah 1 perkara. Penulis melakukan studi kasus terhadap Penetapan Ahli Waris
Nomor: 19/Pdt.P/2012/PA.Jnp, sebagai berikut :
Perihal : Permohonan Penetapan Ahli Waris
Jeneponto, 1 Mei 2012
Kepada
YTH. Ketua Pengadilan Agama
Jeneponto
Asslamu Alaikum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Pemohon I, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
tidak ada, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Binamu,
Kabupaten Jeneponto disebut sebagai Pemohon I.
2. Pemohon II, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
PNS, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Binamu, Kabupaten
Jeneponto disebut sebagai Pemohon II.
Hendak mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan
sebagai berikut :
1. Bahwa Almarhum (pewaris) bernama Pewaris telah meninggal dunia pada
tahun 1998 di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa almarhum (Pewaris) meninggalkan seorang istri dan anak (para para




3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum (pewaris)
juga meninggalkan sebindang tanah seluas 28.456 m2 berdasarkan akta hibah
no. 02/akta/batang/1984, yang terletak di Kandoro, Desa Pao, Kecamatan
Taroang, Kabupaten Jeneponto sebagai bukti foto kopi Akta Hibah terlampir.
4. Bahwa maksud dan tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk
kelengkapan administrasi dalam rencana transaksi jual beli atas sebidang
tanah milik Almarhum (pewaris) sebagai tersebut poin 3 di atas, serta atas
permintaan dan petunjuk dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Jeneponto.
5. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung oleh
para Pemohon di atas.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dimohon kepadaa Ketua
Pengadilan Agama Jeneponto Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon I  dan Pemohon II adalah ahli waris sah dari pewaris.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Demikian permohonan inin, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Wassalam
Pemohon I Pemohon II
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nama Pemohon I Nama Pemohon II
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Dimana dalam hal ini memperhatikan bahwa, pelaksanaan pembagian harta
kewarisan dalam hukum Islam di luar sengketa berdasarkan kewarisan Islam dalam
pasal 107 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya
penulis menyimpulkan “proses pelaksanaan hukum kewarisan Islam secara damai
sangat rendah”. Sementara pembagian harta waris melalui sengketa sebagai suatu
kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 nampaknya terdapat sengketa
dengan 15 perkara dan 1 permohonan penetapan ahli waris selama kurun waktu 5
tahun (tahun 2008-2012). Hal tersebut di atas menjadi bukti bahwa masyarakat di
Kabupaten Jeneponto masih kurang pemahaman tentang pelaksanaan harta waris di
luar sengketa menurut peraturan perundangan yakni menyelesaiakan secara hukum
adat (kekeluargaan) dan menyelesaikan pembagian harta waris dengan sengketa.
Pernyataan tersebut tentu saja berbeda dalam pelaksanaan harta waris di luar sengketa
atau secara damai terhadap pasal (107) poin 2 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan :
“mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa
antara orang-orang yang beragama Islam yang di lakukan berdasarkan hukum Islam,
diselesaiakn oleh Pengadilan Agama.
Selanjutnya P3HP (Permohonan, Penyelesaian Pembagian Harta Peninggalan)
dengan data yang diperoleh dengan mewawancarai pada tanggal 31 Mei 2013 dimana
ada lima (5) hakim dari hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang menyatakan bahwa
penyelesaian pembagian harta waris di luar sengketa atau dari penyelesaian
pembagian harta peninggalan, yang menjadi rujukan atau dasar hukumnya yang
menjadi kewenangan Pengadilan Agama yakni pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3)
serta pasal 107 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang mengalami
perubahan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan
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Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 merupakan dasar hukum terhadap pelaksanaan
pembagian harta waris senada dengan yang dikemukakan penulis dari awal
pembahasan.
Pernyataan tentang perlunya dipertahankan aturan yang mengatur tentang cara
pelaksanaan pembagian harta waris di luar sengketa oleh Pengadilan Agama
berdasarkan hukum Islam dapat diungkapkan juga dari hasil wawancara sebelumnya
yang diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh ibu Dra. Kartaningsi
Dako, SEI.,8 (hakim  Pengadilan Agama Jeneponto) dalam pelaksanaan pembagian
harta waris di luar sengketa oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan hukum kewarisan
Islam sangat perlu untuk dipertahankan karena nantinya akan keluar produk berupa
akta komparisi dan merupakan bukti bagi para ahli waris beserta keturunannya di
masa akan datang. lebih lanjut dinyatakan bahwa akta komparisi  bagi keturunan para
ahli waris di masa mendatang merupakan barang bukti bahwa orang tua, kakek-kakek
maupun buyut mereka telah pernah bersepakat melakukan pembagian harta waris
secara di luar sengketa. Penyelesaian pembagian harta waris melalui cara ini
dirasakan sangat adil karena dapat memberi kepuasan kepada ahli waris dan terhindar
dari kehancuran silaturahmi dan dapat berpengaruh untuk tidak sengketa di
Pengadilan Agama. karenanya, peraturan yang mengatur hal ini sangat perlu untuk
disebarluaskan, karena persepsi masyarakat selama ini kalau di Pengadilan Agama
berarti bersengketa.
Hal senada diungkapkan pula oleh Bapak Drs. Ahmad Ubaidillah, S.HI., Ibu
Dra Husniwati dan Dra. Salmah9 (hakim pengadilan Agama Jeneponto) berdasarkan
8Pengadilan Agama Jeneponto, Wawancara dengan Hakim-Hakim Pengadilan Agama
Jeneponto (Jeneponto; PA JNP, 2013)
9 Ibid.,
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wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 2013 bahwa P3HP masih perlu
dipertahankan karena apabila terjadi masalah atau sengketa setelah adanya akta
komparisi maka akta tersebut dapat digugat atau dapat dimohonkan untuk dibatalkan
sehingga menjadi perkara mal waris.
Berdasarkan penelitian di lapangan ada beberapa faktor yang menyebabkan
terjadinya penentuan pelaksanaan kewarisan Islam pada Kecamatan di Kabupaten
Jeneponto, yaitu: minimnya pengetahuan mereka dalam hukum Islam yakni tentang
harta waris Islam. Dengan minimnya pengetahuan mereka utamanya yang
menyangkut penentuan pembagian harta waris Islam mengakibatkan kurangnya
pengetahuan masyarakat dalam menetapkan pembagiaan harta waris yang
semestinya. Mereka menganggap bahwa pembagiaan harta waris itu adalah perkara
yang ringan, karena pembagian harta waris Islam itu kurang diketahui dan masih
belum di pahami oleh masyarakat Islam Kabupaten Jeneponto.
Sehingga ketika sengketa terjadi di suatu tempat, yang pertama dilakukan
dengan menghadirkan orang yang terkemuka (pejabat desa) atau pemuka agama
untuk diselesaikan, akan tetapi jika mereka tidak dapat menyelesaikan dengan damai
(di luar sengketa) dengan hukum adat, kemudian mereka membawa perkara ke
Pengadilan Agama untuk diselesaikan. Bukan saja masalah harta waris yang
disengketakan tetapi mengenai harga diri mereka juga, sehingga bisa terjadi
pertengkaran dan perkelahian menyangkut pilihan hukum yang akan digunakan
dalam penyelesaiaanya.
Adapun perbandingan yang lain berdasarkan hasil wawancara penulis dengan
beberapa warga pada beberapa keluarga berbeda, kemudian hasilnya terdapat
perbandingan jelas mengenai pembagian harta waris. Itu terjadi karena persoalan
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pelaksanaan pembagian harta waris terdapat perbedaan baik pemahaman mereka atau
cara pembagian harta waris di setiap keluarga.
Hal ini bisa saja terjadi di setiap keluarga yang berbeda. Berdasarkan
pengamatan penulis dilihat berdasarkan dari data wawancara kepada beberapa
keluarga yang berada di Kab. Jeneponto bahwa tidak semua dalam beberapa keluarga
memiliki pemahaman yang sama tentang hukum Islam khususnya pembagiaan harta
waris Islam. Seperti tergambar pada 20 keluarga, sebagai berikut :
Tabel 3
Pengetahuan Responden dalam hukum Islam tentang pelaksanaan harta waris Islam
di luar (tanpa) sengketa atau secara damai













Jumlah 20 100 %
Sumber data: wawancara Mei 2013
Tabel 4
Frekuensi penyuluhan tentang pembagian harta waris di luar sengketa oleh
Pengadilan Agama di Kabupaten Jeneponto













Jumlah 20 100 %
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Sumber data: angket Mei 2013
Berdasarkan tabel di atas, Pembagian harta waris berdasarkan hukum
kewarisan Islam belum memasyarakat dari hasil tersebut cukup membuktikan bahwa
pelaksanaan pembagian harta waris di luar sengketa di Pengadilan Agama nihil
perkara.
Apabila dicermati pada kedua tabel di atas, maka untuk tingkat penyuluhan
yang diadakan oleh aparat yang terkait sangat dominan berpengaruh terhadap tingkat
pengetahuan masyarakat, pernyataan tersebut dapat dibuktikan bahwa semakin tinggi
diadakan penyuluhan semakin tinggi tingkat pengetahuan masyakat begitu juga
sebaliknya. karena yang memiliki kewenangan melaksanakan pembagian harta waris
Islam, yakni memberikan penyuluhan dan pelayanan hukum oleh Pengadilan Agama
(Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991).
Tabel 5
Frekuensi kesadaran hukum masyarakat tentang kesepakatan dalam pembagian harta
waris Islam, laki-laki mendapat 2 dan perempuan mendapatkan 1









Jumlah 20 100 %
Sumber data: angket Mei 2013
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Tabel 6
Frekuensi tentang perlunya pelaksanaan pembagian waris di luar sengketa pada
Pengadilan Agama













Jumlah 20 100 %
Sumber data: angket Mei 2013
Tabel 7
Frekuensi pendapat masyarakat tentang pembagian harta waris oleh Pengadilan
Agama













Jumlah 20 100 %
Sumber data: angket Mei 2013
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Tabel 8
Frekuensi pilihan hukum masyarakat dalam menyelesaikan pembagian harta waris
bagi orang muslim














Jumlah 20 100 %
Sumber data: angket Mei 2013
Apabila dianalisa tabel-tabel (5,6,7 dan 8) tersebut di atas, kesadaran hukum
masyarakat dalam pembagian harta waris memiliki prosentase yang cukup tinggi, jika
dianalisa lebih lanjut masyarakat tahu tentang pembagian harta waris dengan memilih
menjalankan pembagian harta waris dengan hukum Islam dan prosentasi pilihan adil
dalam pembagiannya cukup tinggi, tetapi tidak untuk prosentase pelaksanaanya yang
lebih memilih dengan melalui persetujuan keluarga. Kekurangan dalam penyelesaian
pembagian harta waris dengan hukum Islam di  luar pengadilan ialah tidak adanya
bentuk tertulis (akta perjanjian atau komparisi yang sah dari pengadilan agama) dan
jika pun ada dalam bentuk akta tertulis, hanya saja tidak mempunyai kekuatan hukum
tetap untuk ahli waris itu sendiri maupun kepada anak keturunannya di masa akan
datang.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menganalisa kewenangan Pengadilan
Agama yakni pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) serta pasal 107 ayat (2) Undang-
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Undang nomor 7 tahun 1989, yang mempengaruhi tidak berjalannya pelaksanaan
pembagian harta waris di luar sengketa adalah pengetahuan aparat terkait dan
pengetahuan masyarakat.
Hal yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta waris di luar sengketa
pada Pengadilan Agama adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat dan dari data
yang ada terbukti salah satu unsur kesadaran masyarakat, yakni sikap hukum
masyarakat dengan pernyataan masih belum memahami perlunya pelaksanaan
pembagian waris di luar sengketa pada Pengadilan Agama berdasarkan hukum
kewarisan Islam cukup tinggi, yakni menjawab tidak perlu dilaksanakan di
pengadilan agama pada prosentasinya sebanyak 80 %, tetapi karena unsur
pengetahuan masyarakat sangat rendah dan lebih memilih untuk diwakilkan oleh
pejabat terkait (Imam Desa Atau Kepala Desa) yang mengatahui hukum kewarisan
Islam. Dalam hal tersebut pula pembagian harta waris tidak hanya diwakilkan tetapi
masyarakat di Kab. Jeneponto yang lebih memilih pembagian harta waris secara
kekeluargaan, yakni tingginya pilihan pembagian warisan dengan memilih
persetujuan keluarga dengan alasan untuk menghindari terjadinya sengketa.
Kerja sama aparat desa dengan pejabat Pengadilan Agama menjadi tolok ukur
pula dalam menjalankan peratuan-peraturan tersebut. Tapi bukan sebagai pelaksana
pembagian harta waris karena yang mempunyai kewenangan pembagian harta waris
adalah Pengadilan Agama (pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989),
karena aparat desa hanya penghubung apabila ada pemintaan pembagian harta waris
secara damai atau secara sengketa.
Dalam menyelesaikan perkara waris tersebut, hakim Pengadilan Agama
bertugas dalam majelis dalam menyelesaikan pembagian haarta warisan dengan
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bijaksana dan menyentuh rasa saling asuh, saling asah dan saling mengayomi satu
sama lainnya sehingga melahirkan kata sepakat, artinya tidak terjadi konflik karena
para ahli waris terlebih dahulu telah melakukan musyawarah mufakat akan
membaginya dengan cara sukarela tanpa adanya tekanan maupun paksaan
yaitu melalui proses perkara permohonan, dengan menempuh cara ini maka
hubungan persaudaraan, kekeluargaan sesama ahli waris tetap harmonis, langgeng,
hormat-menghormati dengan kata lain sangat jauh dari sifat permusuhan, saling
curiga-mencurigai satu sama lain dan akta perjanjiannya menjadi kekuatan hukum
agar kelak tidak terjadi perselisihan.
Sudah pasti bahwa penyusun pertanyaan dan koding data telah dilakukan
dengan sekuat tenaga agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kaidah-kaidah syara
dan dari penelitian yang sebenar-benarnya. Namun demikian perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta lingkungannya sangat mempengaruhi tingkat
pengetahuan masyarakat tersebut, sehingga perlu ditingkatkan penyuluhan hukum di
Kabupaten Jeneponto.
C. Tujuan Pembagian Harta Waris di Luar Sengketa
Pelaksanaan pembagian harta waris di luar sengketa dalam hal ini tentang
permohonan penyelesaian pembagian harta peninggalan (P3HP) kepada masing-
masing ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam alquran dan hadis Nabi saw. sangat
ditentukan oleh kesadaran hukum Islam bagi ahli waris. Penyelesaian pembagian
harta peninggalan secara sukarela bertujuan antara lain :
1. Menjalin ukhuwah dan tali silaturahmi antara sesama ahli waris.
2. Terhindar dari kehancuran silaturahmi
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3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Islam dalam menjalankan
perintah agama.
4. Memberlakukan undang-undang tepat pada sasaran sehingga dapat
berjalan dengan sesuai hukum Islam yang diharapkan.
D. Peran Pengadilan Agama Jeneponto
1. Tugas Pokok:
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan










Adapun mengenai pelaksanaan hukum Waris Islam, Tugas  dan wewenang
Pengadilan Agama Jeneponto dalam Undang-Undang no. 50 tahun 2009, dalam hal
ini sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni :
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1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan
b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasrkan hukum
Islam
c. Wakaf dan shadaqah
3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimakasud  dalam ayat (1) huruf b
ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penetuan mengenai
harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan
melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, menurut hasil
wawancara dengan empat hakim tersebut pada hari yang sama, keempat hakim pada
Pengadilan Agama Jeneponto menyatakan bahwa pengadilan hanya bersifat
menunggu dan hakim bersifat pasif tentang banyak tidaknya perkara yang masuk di
pengadilan, pengadilan hanya memeriksa dan mengadili perkara yang masuk di
Pengadilan Agama.
Sesuai dengan asas-asas hukum Acara Perdata, maka diterapkan berdasarkan
asas-asas sebagai berikut :
1. Hakim bersifat menunggu
Inisiatif untuk mengajukan gugatan ada pada pihak yang berkepentingan
(judex ne prosedat ex officio). Pengadilan atau hakim hanya menunggu datangnya
gugatan. Hal ini berbeda dengan sifat hukum pidana yang pada umumnya tidak
menggantungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan, kecuali delik
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aduan. Misalnya kasus pidana pencemaran nama baik, maka selama yang dicemarkan
nama baiknya tidak melakukan pengaduan kepada yang berwajib maka tidak ada
perkara pencemaran nama baik di pengadilan.
Ada tuntutan atau tidak adanya tuntutan dalam perkara perdata sepenuhnya
diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau ada tuntutan, maka tidak ada
persidangan (nemo judex sine actore), karena hakim bersifat pasif menuggu adanya
tuntutan yang diajukan pihak yang berkepentingan (judex ne prosedat ex officio).
2. Hakim bersifat pasif
Ruang lingkup permasalahan atau pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang
berperkara, bukan oleh hakim. Untuk itu, hakim tidak boleh memutus lebih dari apa
yang dituntut oleh para pihak.10
Adapun lebih khususnya Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas  dan
wewenangnya dalam menangani bidang kewarisan yang merupakan kompetensi
absolut peradilan agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan
mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan
melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas
permohonan seseorang tentang penentuan  siapa yang menjadi ahli waris dan
penentuan bagiannya masing-masing ahli waris.
Perlu dijelaskan bahwa adanya opsi dalam perkara warisan sebagaimana
dijelaskan dalam penjelasan Umum UU nomor 7 tahun 1989 angka 2 alinea 6, bahwa
“para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa
yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan” dinyatakan tidak berlaku lagi.
10 Tim Penyusun, Buku Pedoman Kerja Hakim dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar, ed. revisi  (Makassar ; PTA Mks, 2011), h. 1-2.
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Berdasarkan penjelasan umum angka 1 alinea 2 UU nomor 3 tahun 2006 tentang
perubahan  atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa kalimat
yang membolehkan pilihan hukum tersebut  dinyatakan dihapus.
Penghapusan hak opsi ini menurut penjelasan pasal 50 ayat (2) UU nomor 3
tahun 2006 dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama
untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait
dengan objek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini untuk
menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa.
Disamping itu, penghapusan hak opsi tersebut dimaksudkan untuk menutup pintu
bagi penganut agama Islam  menggunakan hukum waris asing yang bertentangan
dengan hukum Islam.11
Adapun tugas Pengadilan Agama yang lain adalah memberikan keterangan,
pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam, dikecualikan dalam hal-hal yang
berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan.
Kewenangan ini didasarkan pada pasal 52 UU nomor 7 tahun 1989, sebagai berikut:
(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat
tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya
apabila diminta.
(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49
dan pasal 51, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh
atau berdasarkan undang-undang.
11 Abd. Halim Talli, Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia, (Makassar ;
Alauddin Press , 2011) h. 204.
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Tugas pengadilan yang lain di luar yang dimaksud di atas adalah memberikan
surat penetapan ahli waris dan permohonan penyelesaian pembagian harta
peninggalan (P3HP) atau pembagian harta waris di luar sengketa. Hal ini
berdasarkan pasal 107 ayat (2) UU nomor 7 tahun 1989, junto Surat Edaran
Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1990, junto pasal 236 (a) Reglemen Indonesia yang
diperbaharui (RIB) tentang permohonan pembagian harta peninggalan di luar
sengketa antara orang tua yang beragama Islam.12
Demikian pula pelaksanaannya, senada yang diungkapkan empat hakim yang
penulis wawancara ketika meneliti di Pengadilan Agama Jeneponto. Dahulu P3HP
pelaksanaanya tidak melalui proses (litigasi) persidangan namun setelah tahun 2006
sudah melalui proses litigasi, P3HP yang masuk diproses dan diperiksa oleh Majelis
Hakim melalui persidangan dengan pokok hal perkara penetapan ahli waris.
Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas - tugas pokok tersebut Pengadilan Agama
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-
perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-
masing ;
(vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3
Tahun 2006) ;
b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53
12 Ibid., h. 210.
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ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun
2006) ;
Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang - Undang No. 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang ;
c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk
kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi
peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;
d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan
peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan
pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan
Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum) ;
e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang
hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama ;
f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan
penelitian serta llain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.13
13 Pengadilan Agama Batang, Tugas dan Fungsi Peradilan Agama, http://www.pa-





Setelah penulis menguraikan teori-teori dan menganalisa dengan segala
kemampuan yang ada, kini saatnya penulis menyimpulkan seluruh uraian dimuka.
Kesimpulan ini adalah sebagai sebuah jawaban yang penulis dapatkan dari pokok-
pokok masalah yang telah dirumuskan sebagai sebuah hasil dari penelitian yang
penulis susun. Kesimpulan ini bukanlah sebuah kepastian hukum yang baku dan
mengikat, melainkan sebagai sebuah pembelajaran penulis terhadap sebuah hukum
yang harus dijalankan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Adapun kesimpulan yang
penulis tawarkan pada bab penutup ini adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pembagian harta waris bagi masyarakat muslim di luar sengketa
berdasarkan hukum kewarisan Islam di Kabupaten Jeneponto “proses
pelaksanaan hukum kewarisan Islam secara damai sangat rendah”.
a. Dari segi peraturan perundang undangan
Dipandang dari sudut peraturan perundang-undangan bahwa pelaksanaan
pembagian harta waris di luar sengketa berdasarkan kewarisan Islam
dalam pasal 107 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang mengalami
perubahan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir
diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama tidak efektif. Dikarenakan, pelaksanaan pembagian harta warisan
Islam di luar sengketa dalam kurun waktu 2008-2011 sama sekali nihil
perkara, sementara pelaksanaan harta waris melalui sengketa memiliki
cukup banyak perkara yang masuk pada pengadilan agama Jeneponto.
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b. Dari segi empiris
Dari segi empiris, pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan
hukum kewarisan Islam cukup tinggi dengan cara damai di luar
Pengadilan Agama, hanya saja bahwa pembagian harta waris tidak dalam
bentuk tertulis untuk ahli waris itu sendiri maupun kepada anak
keturunannya di masa akan datang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan
menganalisa kewenangan Pengadilan Agama yakni pasal 49 ayat (1)
huruf b dan ayat (3) serta pasal 107 ayat (2) Undang-Undang nomor 7
tahun 1989 yang mempengaruhi “proses pelaksanaan hukum kewarisan
Islam secara damai sangat rendah”. pelaksanaan pembagian harta waris
di luar sengketa adalah pengetahuan aparat terkait dan pengetahuan
masyarakat.
Kerja sama aparat desa dengan pejabat Pengadilan Agama menjadi tolok
ukur pula untuk bekerja sama dalam menjalankan peratuan-peraturan
tersebut. Tapi bukan sebagai pelaksana pembagian harta waris karena
yang mempunyai kewenangan pembagian harta waris adalah Pengadilan
Agama (pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), karena
aparat desa hanya penghubung apabila ada pemintaan pembagian harta
waris secara damai atau secara sengketa.
2. Peran Pengadilan Agama Jeneponto dalam pembagian harta warisan Islam
luar sengketa di Kabupaten Jeneponto
a. Dari segi tugas dan wewenang
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Tugas  dan wewenang Pengadilan Agama Jeneponto dalam Undang-
Undang no. 50 tahun 2009, dalam hal ini sesuai dengan pasal 49 ayat (1)
huruf b dan ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.
b. Dari segi fungsinya
Untuk melaksanakan tugas - tugas pokok tersebut Pengadilan Agama
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Fungsi Mengadili (judicial power), (vide Pasal 49 Undang - Undang
No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ;
b. Fungsi Pengawasan, (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7
Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ;
(vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman).
c. Fungsi Pembinaan, (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;
d. Fungsi Administratif,
e. Fungsi Nasehat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama ;
f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset
dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991;
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B. Saran
Searah dengan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka disarankan
beberapa hal sebagai karya tulis ilmiah, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu
kami sarankan dalam tulisan ini untuk mencoba melihat dan menganalisis lebih jauh
persoalan-persoalan yang ada, diantaranya:
1. Diperlukan kesadaran hukum baik dari pihak aparatur negara dan
masyarakat dalam menjalankan hukum Islam dalam lingkungan
peradilan Islam di Indonesia, berupa menjalankan pembagian harta waris
secara damai dan adil pada pengadilan agama.
2. Dengan adanya penyuluhan hukum dan sidang keliling yang
dilaksanakan pengadilan agama dapat memberikan pemahaman kepada
masyarakat khususnya lebih mendalam tentang pelaksanaan pembagian
harta waris sehingga pelaksanaan pembagian harta warisan Islam dapat
berjalan beriringan dalam menjalankan agama Islam kepada masyarakat
muslim di Kabupaten Jeneponto.
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ANGKET PENELITIAN
Kabupaten Jeneponto




Tempat tinggal :            RT/Dusun, Desa/Kel, Kec.
B. Daftar angket
Isilah jawaban sesuai dengan pertanyaan, Berilah tanda (X) pada jawaban
yang dipilih!
1. Apakah bapak atau ibu mengetahui tentang adanya hukum Islam?
a. Tahu b.   Kurang  Tahu c.   Tidak Tahu
2. Apakah bapak atau ibu mengetahui tentang pelaksanaan harta waris
Islam di luar (tanpa) sengketa atau secara damai?
a. Tahu b.   Kurang  Tahu c.   Tidak Tahu
3. Apakah pilihan bapak atau ibu, jika harta peninggalan kedua orang tua
belum dibagi, pembagian harta peninggalannya melalui ?
a.   Pengadilan Agama b. Imam Desa c. persetujuan keluarga
4. Apakah bapak atau ibu mengetahui tentang adanya hukum waris Islam
bagi masyarakat muslim di luar sengketa?
a. Tahu b.   Kurang  Tahu c.   Tidak Tahu
5. Bagamana pandangan bapak atau ibu dalam memahami pelaksanaan
hukum waris, tentang pembagian untuk laki-laki mendapatkan 2
dibandingkan perempuan mendapatkan 1?
a. Sepakat b.   Kurang  Sepakat  c.   Tidak Sepakat
6. Perlukah pelaksanaan harta waris Islam di luar (tanpa) sengketa atau
secara damai di Pengadilan Agama?
a. Perlu b. Kurang  Perlu c.   Tidak Perlu
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang harta waris Islam di luar
sengketa?
a. Adil b.   Kurang adil c.   Tidak adil
8. Apakah pilihan hukum masyarakat dalam menyelesaikan pembagian
harta waris dengan hukum Islam bagi orang muslim?
a. Adil b.   Kurang  adil         c.   Tidak adil
FORMAT PERTANYAAN WAWANCARA
1. Apakah bentuk pelaksanaan pembagian harta waris di luar sengketa
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam institusinya ?
2. Apakah yang menjadi rujukan atau dasar hukum pelaksanaan
pembagian harta waris di luar sengketa dalam kewenangan pengadilan
agama?
3. Perlukah dipertahankan aturan yang mengatur pelaksanaan pembagian
harta warisan Islam di luar sengketa oleh PA berdasarkan hukum
kewarisan Islam?
4. Adakah penyuluhan yang dilaksanakan PA Jeneponto tentang Hukum
Kewarisan Islam dalam pembagian harta waris di luar sengketa?
Ataukah merupakan tugas dan peran PA?
5. jika ada permohonan Pelaksanaan pembagian harta waris di luar
sengketa, tetap pelaksanaannya oleh ketua Pengadilan Agama atau
Majlis hakim saja yang menyelesaikan, Bagaimana proses pembagian
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JURUSAN : PERADILAN AGAMA
JUDUL :
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ISLAM DI LUAR
SENGKETA ( STUDI KASUS 2008 – 2013 PADA  PENGADILAN AGAMA KAB.
JENEPONTO)
A. Latar belakang masalah
Secara umum ada anggapan bahwa semua masalah yang berkenaan dengan
hukum ada aturannya atau ada hukumnya. Bilamana terjadi suatu persoalan yang
berkaitan dengan hukum, kerap kali ada anggapan bahwa hukum sudah mengatur
tentang bagaimana suatu persoalan itu harus diselesaikan. Demikianlah hukum dapat
dipahami orang. Dalam studi hukum, pengertian hukum kerap kali menunjuk kepada
hukum positif.
Hal lain yang penting artinya dapat dikemukakan dalam hubungannya dengan
pengertian hukum adalah bahwa hukum sebuah aturan dibuat untuk diterapkan
terhadap suatu peristiwa atau fenomena tertentu dalam kehidupan manusia yang
sifatnya dinamis. Sifat dinamis ini senantiasa menjadi ciri khas. Sifat yang demikian
akan selalu mempengaruhi nilai-nilai yang lain dalam kehidupan. Sebuah peraturan
hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia. Menurut Radbruch, hukum
dituntut untuk memiliki tiga kepastian dasar. Ketiga nilai dasar itu adalah: keadilan,
kepastian dan kemanfaatan hukum. 1 Oleh karena itu, hukum dalam kaedah hukum di
1Abd.Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral
Hazairin, dengan kata pengantar oleh Akh. Minhaji (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 2-3.
2Indonesia perlu untuk menerapkan suatu ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa
hukum termasuk hukum kewarisan Islam dalam lingkungan peradilan agama.
Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan
hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak
menjadi ahli waris dan besar bagian masing-masing. Dalam hukum kewarisan ada
tiga unsur yang saling terkait, yaitu: pewaris, harta peninggalan dan ahli waris.2
Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu
ayat-ayat Al-Quran yang selain kedudukannya qat’i al-wurud, juga qat’i al dalalah,
meskipun pada dataran tanfiz (aplikasi), sering ketentuan baku Al-Quran tentang
bagian-bagian warisan mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya
kasus radd dan ‘aul, dan sebagainya.3
Hukum kewarisan Islam juga disebut hukum faraid karena adanya bagian
tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Namun hukum
kewarisan yang berlaku saat ini masih menggunakan hukum positif yaitu beberapa
perangkat peraturan tentang kewarisan yang dijalankan oleh kelompok-kelompok
tertentu di lingkungan badan peradilan yang berbeda-beda.4
Bangsa Arab, sebelum Islam datang, juga mempunyai tradisi yang unik.
Tradis yang mengakar, dalam tata masyarakat mereka hanya laki-laki yang pandai
melempar lembing yang mendapatkan warisan. Yang tidak mampu berperang atau
tidak bisa menghadapi musuh di medan tempur tak akan beroleh bagian.
2 Departemen Agama R.I, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam dalam DIR. JEN. Badan Peradilan Agama Islam (Jakarta: DIK 2OOO, 2000), h. 81.
3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Eds., (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1998), h. 356
4 Departemen Agama R.I, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum dalam DIR. JEN. Kelembagaan
Agama Islam dengan kata pengantar oleh H. Arif Furqan (Cet. II; Jakarta: t.t., 2002), h. 81.
3Islam datang sebagai pembela kaum lemah dan anak yatim. Tetapi pada waktu
dilakukan perang membela diri oleh segolongan kecil kaum muslimin terhadap
serangan seluruh kabilah arab yang membagi waris kepada anggota keluarga yang
mampu bertempur, Islam mengumumkan bahwa pembagian waris semacam itu tidak
benar, Islam baru menempatkan janda dan anak yatim dalam posisi berhak menerima
warisan, sama dengan yang pandai bertempur membela kabilah atau negara. Pada
waktu hukum waris diumumkan, untuk pertama kalinya, sebagian sahabat merasa
keberatan. Mereka mengadu kepada Nabi suci, bahwa mereka keberatan jika harus
menyerahkan separuh harta kekayaan kepada makhluk yang tak mampu naik kuda
dan bertempur melawan musuh.
Hukum waris yang diundangkan oleh Islam terdapat dua macam perbaikan:
1. Islam mengikutsertakan kaum perempuan sebagai ahli waris seperti laki-
laki.
2. Islam membagi harta warisan kepada segenap ahli waris secara proporsonal.
Berbeda dengan undang-undang Barat yang menyerahkan seluruh harta
warisan kepada laki-laki tertua. 5











“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bahagian yang telah ditetapkan”.6
Diriwayatkan oleh Abusy Syaikh dan Ibnu Hibban di dalam Kitab al-Faraaidl
(ilmu waris), dari al-Kalbi, dari Abu Shalih, yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas bahwa
kebiasaan kaum jahiliyah tidak memberikan harta waris kepada anak wanita dan anak
laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar bernam Aus bin Tsabit wafat
dan meninggalkan dua orang putri serta seorang anak laki-laki yang masih kecil,
datanglah dua orang pamannya, yaitu Khalid dan ‘Arfathah, yang menjadi Asabat.
Mereka mengambil semua harta peninggalannya. Maka datanglah istri Aus bin Tsabit
kepada Rasulullah saw. untuk menerangkan kejadian itu. Rasulullah bersabda: “Saya
tidak tahu apa yang harus saya katakan.” Maka turunlah ayat tersebut (an-Nisaa’: 7)
sebagai penjelasan tentang hukum waris dalam Islam. (Asabat adalah ahli waris yang
hanya mendapat sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat
bagian tertentu).7
Di Indonesia, sistem kewarisan terdapat beberapa sistem kewarisan, yaitu:
hukum kewarisan Adat, Islam dan KUHPerdata. Dalam sistem kewarisan Islam yang
dianut hanya berlaku untuk orang yang beragama Islam begitupun hal lainnya
Sehingga undang-undang (aturan) dan tempat mengadilinya (jika terdapat sengketa)
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Jumanatul ‘Ali-Art, 2004),
h. 79.
7 Untung Sugiyarto, S.Sos.I, AlQur’an Mulia http://alquranmulia.wordpress.com/ tag/
asbabun-nuzul-surat-an-nisa (13 Mei 2013)
5berbeda dengan yang non Islam, begitu juga dengan hukum adat yang berlaku di
Indonesia. Dengan adanya hukum kewarisan tersebut yang diatur oleh badan negara,
membuat para pencari keadilan dapat memperoleh keadilan sesuai dengan hukum
yang berlaku.
Dalam hukum kewarisan Islam sebagaimana diatur oleh kompilasi hukum
Islam, kelompok yang berhak menerima warisan yang diatur pada pasal 174 ayat 1
adalah:
1. Menurut Hubungan kekerabatan atau hubungan darah
Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh
adanya hubungan darah dan dengan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat
adanya kelahiran. Karena itu, bila seorang anak anak lahir dari seorang ibu, maka ibu
mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya. Hal itu tidak dapat
dipungkiri oleh siapapun karena setiap anak lahir dari rahim ibunya berlaku
hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibu yang melahirkannya.
Sebaliknya jika diketahui hubungan antara ibu dan anak, maka dicari pula
hubungan laki-laki yang menyebabkan ibu melahirkannya. Apabila dapat dibuktian
secara hukum melalui perkawinan yang sah laki-laki penyebab ibu melahirkan, maka
hubungan kekerabatan berlaku pula antara anak dengan ayah yang menyebabkan
kelahirannya.
Apabila mengetahui hubungan kekerabatan antara anak dengan ibu yang
melahirkannya, maka diketahui pula hubungan kekerabatan garis keatas maupun garis
kebawah, baik garis dari ibu maupun garis ayah. Dengan mengetahui hubungan
kekerabatan baik garis ibu maupun garis ayah, dapat juga diketahui struktur
6kekerabatan yang tergolong ahli waris apabila seseorang meninggal dunia dan
meninggalkan harta waris.
Adapun yang termasuk ahli waris menurut hubungan kekerabatan atau
hubungan darah terdiri dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Golongan
laki-laki terdiri atas ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek. Golongan
perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Hubungan perkawinan.
Hubungan perkawinan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam
adalah hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Karena itu bila seorang
suami meninggal dan meninggalkan harta waris, maka janda itu termasuk ahli waris,
demikian sebaliknya duda itu termasuk ahli waris dari seorang istri yang meninggal.8
Khusus untuk pembagian harta waris, dapat dilakukan secara damai atas
kesepakatan atau kerelaan masing-masing ahli waris dan pembagian harta waris
secara damai dapat dilakukan di luar pengadilan (non litigasi) dan juga dapat melalui
sidang pengadilan.
Pembagian harta waris secara damai melalui sidang pengadilan dilangsungkan
pada saat perkara (sengketa) waris di depan sidang pengadilan. Dalam ketentuan
perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum pokok perkara diperiksa, hakim
harus mengajukan kepada para pihak yang bersengketa atau berperkara untuk
berdamai. Apabila terjadi pembagian harta waris secara damai di depan sidang, maka
dibuatkanlah akta perdamaian bagi pihak yang berperkara dan dihukum untuk
menaati isi dari akta perdamaian yang telah disepakati bersama.
8 Departemen Agama R.I, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam dalam DIR. JEN. Badan Peradilan Agama Islam (Jakarta: DIK 2OOO, 2000), h. 83.
7Upaya kearah itu, maka bagi orang yang beragama Islam dapat dilakukan
melalui pertolongan pembagian harta waris oleh Pengadilan Agama. Pertolongan
pembagian harta waris di luar sengketa (secara damai) oleh Pengadilan Agama
didasarkan pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.9
Untuk pembagian harta waris secara damai di luar sidang pengadilan pada
Pengadilan Agama Jeneponto dilakukan atau diselesaikan oleh para ahli waris itu
sendiri, misalnya dengan meminta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka
masyarakat atau pihak lainnya. Namun demikian dikemudian hari terkadang harta
waris yang telah dibagi secara damai oleh para ahli waris, dapat disengketakan
kembali. Untuk menghindari terjadinya sengketa waris terhadap harta waris yang
telah dibagi secara damai oleh para ahli waris, maka pembagian yang dimaksud dapat
dibuat secara tertulis, yaitu dibuat akta komparisi (akta ke ahli waris) di Pengadilan
Agama. Maka dari itu  itu penulis ingin memuat dan meneliti lebih mendalam tentang
pelaksanaan pembagian harta waris di luar sengketa.
B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diangkat
sebuah pokok masalah yakni bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris
pada Pengadilan Agama kab. Jeneponto
Sehubungan dengan pokok masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan
beberapa sub masalah sebagai berikut:
9Departemen Agama R.I, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan
Perdilan Agama dalam DIR. JEN. Badan Peradilan Agama Islam (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah,
2004), h. 273.
81. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris bagi masyarakat muslim di
Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana peran Pengadilan Agama Jeneponto dalam pembagian harta
warisan Islam luar sengketa di Kabupaten Jeneponto?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Oprasional Penelitian
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan memahami
penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa istilah yang
dianggap penting.
a. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan,
keputusan, dsb).10
b. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan,
hitungan membagi.11
c. Harta Warisan Islam adalah harta bawaan yang ditambah bagian dari harta
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tahjiz), pembayaran hutang
dan pemberian untuk kerabat.12
d. Di Luar Sengketa adalah sesuatu yang tidak merupakan bagian dari
sesuatu yg menyebabkan perbedaan pendapat (pertengkaran, perbantahan,
pertikaian, perselisihan).13
10 Daryanto, kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Jakarta: Apollo Lestari, 1997), h.384.
11 Ibid., h. 65.
12 Departemen Agama, op. cit., Kompilasi Hukum Islam, h. 81.
13 Ebta Setia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1. ed. 3 http://pusatbahasadan
diknas.go.id/kbbi (12 desember 2010)
92. Ruang lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Kab.
Jeneponto. Adapun judul skripsi ini, memberikan lingkup penelitian pada
pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta waris di luar sengketa
pada Pengadilan Agama kab. Jeneponto.
D. Kajian Pustaka
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu tentang  efektifitas  dan
faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta waris di luar
sengketa pada Pengadilan Agama Kab. Jeneponto. Mungkin sudah banyak literatur
yang membahas tentang masalah ini, namun penulis pada skripsi ini akan membahas
secara khusus tentang judul skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih terfokus
pada pokok kajian penulisan maka penulis telah menggunakan beberapa literatur
yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia, dalam buku ini
memberikan gambaran bahwa hukum kewarisan, yang disebut dengan
fara’id (ketentuan) adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya. Dalam
penerapannya, ketentuan baku dalam menjadi pedoman  untuk
menentukan proporsional penyelesaian pembagian warisan
2. Beni Ahmad Saebani dalam bukunya Fiqh Mawaris, dalam buku ini yang
dapat penulis tangkap adalah pengertian, tujuan, fungsi, asas-asas, tata
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cara pembagian dan bagian-bagian kewarisan Islam yang berkaitan
dengan ketentuan al-Quran dan hadis.
3. Abu Umar Basir dalam bukunya Warisan; dalam buku tersebut,
penjabaran yang penulis tangkap adalah bagaimana membagi harta
warisan si mayit, menjabarkan sebuah konsep dan konsekuensi bahwa
setiap jiwa pasti akan meninggal dunia dan  ketika orang meninggal dunia
akan meninggalkan hasil jerih payahnya kepada ahli warisnya.
4. Kementrian Agama dalam bukunya Pelaksanaan Hukum Waris di
Kalangan Umat Islam di Indonesia, yang penulis tangkap bahwa hukum
waris di kalangan umat Islam di Indonesia perlu dikaji dan selanjutnya
perlu aktualisasi fiqhi waris dalam Kompilasi Hukum Islam pada tatanan
hukum yang selalu mengalami perubahan.
5. Depertemen Agama dalam bukunya Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum;
dalam buku ini membahas tentang penggambaran sistem hukum
kewarisan yang berlaku secara konseptual dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.
E. Metodologi Penelitian
Menurut Bambang S. Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu
manusia dalam taraf keilmuan.
“Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang
disebut ilmu.” “Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu
merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-
syarat yang dimaksud yang tercantum dalam metode ilmiah.”14
14Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (jakarta: Raja Grafindo Persada,  2002),  h.
46.
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Metode merupakan suatu atau cara untuk memperoleh kembali pemecahan
terhadap segala permasalahan. Sedangkan metodologi merupakan hal yang penting
untuk menentukan secara teoritis teknik operasional yang dipakai sebagai pegangan
dalam mengambil langkah-langkah.15
Metodologi itu dapatlah penulis kemukakan sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian
eksploratif dan deskriptif. Peneilitian ekspolratif yaitu penjajakan atau penjelajahan
bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai skripsi ini. Sedangkan
penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara
tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau
menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam
masyarakat terhadap obyek penelitian ini.16
2. Jenis Pendekatan
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah teologi sosiologis (empiris)
dan teologi normatif normatif (syar’i’ = hukum Islam), pendekatan yang meninjau
dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data
kepustakaan atau library research. Penelitian ini menekankan pada segi-segi
sosiologis, artinya hukum dikonsepsikan sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang
bertujuan untuk menganalisis singkronisasi antara “hukum dan masyarakat” (law and
15 P. Joko Subagyo, Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek (Cet. 4; Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2004), h. 2.
16Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Ed. 1-6; Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), h. 25.
12
society) mengenai hukum kewarisan Islam yang telah diterapkan oleh semua pihak
yang terkait.17
Dalam penelitian mengenai pelaksanaan pembagian harta waris di luar
sengketa pada Pengadilan Agama Kab. Jeneponto. Penelitian ini menggunakan tipe
penelitian normatif (syar’i’ = hukum Islam). Hal ini disebabkan penelitian hukum ini
bertujuan untuk meneliti mengenai perangkat hukum yang terkait dengan
pelaksanaan pembagian harta waris di luar sengketa meliputi:
Inventarisasi (identifikasi) hukumnya dengan mengkaji peraturan pelaksanaan
pembagian harta waris di luar sengketa oleh pengadilan agama yang diatur dalam
pasal 107 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Intruksi
Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Taraf singkronisasi hukumnya dengan mengkaji seluruh aturan yang telah
diinventarisasi untuk mengetahui singkronisasi aturan-aturan tersebut.
3. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di Pengadilan
Agama Kab. Jeneponto dengan berdasarkan:
a. Jenis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif.
Kualitatif yaitu suatu jenis data yang mengategorikan data secara tertulis, sedangkan
Kuantitatif yaitu berdasarkan jumlah atau banyak data penelitian untuk mendapatkan
data yang mendalam dan lebih bermakna.
b. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:
17 Bambang Sunggono, op. cit.,  h. 73.
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1) Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan
penelitian di lapangan, yang dilakukan dengan wawancara bebas
terpimpin, yaitu wawancara dengan daftar pertanyaan terlebih dahulu
yang dipakai sebagai pedoman, tetapi variasi pertanyaan yang
disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Tujuannya
adalah untuk mencapai kewajaran secara maksimal sehingga
memudahkan memperoleh data secara mendalam. Berkaitan dengan
hal tersebut diatas yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu
wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Kab. Jeneponto.
2) Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian
kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari
bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat
hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk
menganalisa permasalahan.
3) Library research atau penelitian kepustakaan, dengan jalan menelaah
buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang
ada relevansinya dengan judul skripsi ini.  Metode ini menggunakan
dua kutipan sebagai berikut:
i. Kutipan Langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan
redaksinya.
ii. Kutipan Tidak Langsung
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Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara
memformulasikan ke dalam susunan redaksi yang baru, tanpa
sedikitpun merubah susunan redaksinya, mengutip pendapat orang
lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut
tetap sama.
4) Field research atau penelitian lapangan, dengan cara-cara seperti
interview yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan
mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian
untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang
diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan.
c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
library research (data kepustakaan) berarti membaca buku-buku yang relevan dengan
pokok permasalahan, sedangkan field research (data lapangan) sebagai berikut:
1. Waktu dan Lokasi Penelitian adalah memberikan batasan mengenai
jangka waktu penelitian dan lokasi atau objek penelitian sesuai dengan
obyek permasalahan dan merupakan daerah informasi secara kualitatif
dan kuantitatif.
2. Populasi dan sampel adalah objek penelitian yaitu melakukan
penelitian dengan populasi di Kab. Jeneponto dengan mengambil
sampel di Pengadilan Agama Kab. Jeneponto.
3. Teknik Samplingnya yaitu Kegiatan penelitian ini dimulai dengan
memperoleh nomor putusan dan data putusan hakim mengenai
pelaksanaan pembagian harta waris di luar sengketa yang akan
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menjadi informan dalam penelitian ini. Informan pertama ditentukan
oleh penulis sendiri sampai akhirnya semua data yang diperlukan
terkumpul.
d. Instrumen Penelitian
Instrumen atau alat pengumpul data menentukan kualitas data dan kualitas
data menetukan kualitas penelitian, karena itu, alat pengumpul data harus
mendapatkan penggarapan yang cermat.
Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Buku catatan dipergunakan dalam melakukan Observasi yakni
pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai
fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian
dilakukan pencatatan.18
2. Recording (Hanphone) dipergunakan dalam melakukan wawancara
(interview) yakni situasi peran antarpribadi bertatap muka (face-to-
face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang
relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.19
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat
dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan),
gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan.
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data
a. Metode Pengolahan Data
18P. Joko Subagyo, op. cit., (Cet. 4; Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2004), h. 63.
19Amiruddin dan Zainal Asikin, op. cit., h. 82.
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Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah editing data dan koding
data. Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-
data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.
i. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal
ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta
menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil
wawancara.
ii. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan  pokok
pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu
pada setiap data tersebut.
b. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis
kualitatif dan analisis kuantitatif.
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelolah, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kembali.
Adapun Analisis data kuantitatif adalah data dalam bentuk jumlah dituangkan
untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka atau memperbandingkan dari
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beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran baru, kemudiann dijelaskan
kembali dalam bentuk kalimat atau uraian.
Analisis kuantitatif dibuktikan dengan pemakaian teknik uji konstribusi
frekuensi dalam bentuk presentase dengan menggunakan rumus:
P : Prosentase
f : Frekuensi
n : Jumlah Responden
100 % : Bilangan Pengali
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Pembahasan skripsi ini bertujuan:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris di Kabupaten
Jeneponto.
2. Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Jeneonto dalam pelaksanaan
pembagian harta di luar sengketa di Kabupaten Jeneponto.
Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:
1. Diharapkan dapat sebagai masukan bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto
dalam arti luas dan secara khusus bagi aparat pemerintahan dalam rangka
mensosialisasikan dan menerapkan pembagian harta waris di luar sengketa
oleh Pengadilan Agama di Kabupaten Jeneponto.
2. Sebagai penelitian ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat pula menambah
khasanah ilmu pengetahuan. Selain itu dapat bermanfaat dalam upaya
pelaksanaan hukum kewarisan khususnya para ulama dan aparat
P  = × 100 %f
n
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SIDANG KELILING DAN  
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) 
 
A.  Kewenangan Peradilan Agama 
Kata kekuasaan disebut juga dengan kompetensi yang berasal dari bahasa 
Belanda yang diterjemahkan dengan kewenangan. 
Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum 
acara perdata ada dua hal: 
1. Kekuasaan relatif 
 Relatif diatikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan 
satu tingkatan, dalam perbedaanya dengan kekuasaan pengadilan yang sama 
jenis dan sama tingkatanya. Misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang 
dengan Pengadilan Negeri Purwokerto, antara Pengadilan Agama Muara Enim 
dengan Pengadilan Agama Baturaja sama-sama pengadilan tingkat pertama.1  
Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, bahwa  
Pengadilan Agama berkedudukan di kota madya atau ibu kota kabupaten, dan 
daerah hukumnya meliputi  wilayah kota madya atau kabupaten. 
Pada penjelasan Pasal 4 ayat 1 berbunyi; pada dasarnya tempat 
kedudukan Pengadilan Agama ada di kota kabupaten, yang daerah hukumnya 
                                                 
1 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), 25 
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meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup 
kemungkinan adanya pengecualian. 
Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu 
atau dikatakan mempunyai “yuridiksi relatif’ tertentu, dalam hal ini meliputi 
kotamadya atau kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, 
mungkin lebih atau mungkin kurang. Contoh di kabupaten Riau kepulauan 
terdapat empat buah Pengadilan Agama karena kondisi transportasi sulit. 
Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke 
Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan 
dengan hak eksepsi tergugat. 
2. Kekuasaan absolut 
Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan 
dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. 
Misalnya : pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan  bagi mereka 
yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan 
peradilan umum, pengadilan agama berkuasa memeriksa dan mengadili 
perkara dalam tingkat pertama tidak boleh langsung di Pengadilan Tingggi 
Agama  atau di Mahkamah Agung.2 
  




Adapun kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara di 
bidang perkawinan meliputi: 
a. Izin beristri lebih dari seorang 
b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 (dua 
puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis 
lurus ada perbedaan pendapat; 
c. Dispensasi kawin; 
d. Pencegahan perkawinan; 
e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
f. Pembatalan perkawinan; 
g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 
h. Perceraian karena talak; 
i. Gugatan perceraian; 
j. Penyelesaian harta bersama; 
k. Penguasaan anak-anak; 
l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 
bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 
m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 
n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 
o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
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p. Pencabutan kekuasaan wali; 
q. Penunjukan orang lain sebagai wall oleh pengadilan dalam hal   kekuasaan 
seorang wall dicabut; 
r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 
18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 
s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di 
bawah kekuasaannya; 
t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam; 
u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran; 
v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut 
peraturan yang lain.3 
 
B. Sidang Keliling 
Ada beberapa macam sidang dalam peradilan diantaranya sidang keliling dan 
berkamar. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar tempat 
pengadilan itu, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan.  
Sedangkan sidang berkamar adalah pada suatu pengadilaan di waktu yang 
                                                 
3  Penjelasan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 
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bersamaan, diadakan beberaapa sidang majelis hakim, umunya karena perkara 
terlalu banyak dan jumlah tenaga hakim memungkinkan. 
Sidang keliling atau sidang di tempat, begitu pula sidang berkamar 
diperkenan. Prinsip pokok adalah sederhana, cepat dan biaya ringan. 4 
Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Pasal 1 Ayat 8 di jelaskan sidang 
keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-
waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya 
tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. 
Adapun dasar yang digunakan sidang keliling adalah Surat Edaran 
Mahkamah Agung diatur dalam  bagian dua  yang terdiri dari 5 pasal yang yang 
terdiri dari : penyelengaraan sidang keliling, lokasi,  petugas pelaksana sidang 
keliling , biaya penyelenggaraan sidang keliling, mekanisamae pengawasan dan 
pertanggung jawaban, serta ketentuan lain  
Mengenai lokasi diatur dalam Pasal 11 yakni: Sidang keliling 
dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi 
yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi 
maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama.  dapat 
dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA 
Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya. Ruang sidang keliling diusahakan 
memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.  
                                                 
4 Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama ,132. 
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Adapun ketentuan lain mengenai sidang keliling, dinyatakan dalam pasal 
15 bahwa Sidang keliling dilaksanakan sesuai kebutuhan dan harus dijalankan 
dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor 
seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.5  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata efektif berarti ada efeknya 
(akibatnya, pengaruhnya, kesannya).6 
Sedangkan definisi dari kata efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara 
tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau 
pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas 
bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-
tujuan yang telah ditentukan. Misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan 
pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau 
efektif.7 
Sedangkan arti kata efisien menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 
tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak 
membuang-buang waktu, tenaga, biaya),  mampu menjalankan tugas dengan 
tepat dan cermat,  berdaya guna, bertepat guna.8 




6Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 284. 
7  http://aguswibisono.com/2010/efektif-dan-efisien/(19 Juni 2011) 
8 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 284  
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Sedangkan definisi dari efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara 
minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa 
tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara 
yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat 
dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan 
dan keluaran yang diterima. Misalnya suatu pekerjaan dapat dikerjakan dengan 
cara A dan cara B. Untuk cara A dapat dikerjakan selama 1 jam sedangkan cara 
B dikerjakan dengan waktu 3 jam. dengan begitu dengan cara A (cara yang 
benar) baru bisa dikatakan cara yang efisien bila dibandingkan dengan cara B.9 
Bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada 
pemberian perkara Prodeo dan Sidang Keliling. Masyarakat miskin biasanya 
identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya 
pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya 
ke pengadilan.  
Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan 
perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum 
yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun 
non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri 
                                                 
9 http://aguswibisono.com/2010/efektif-dan-efisien/(19 Juni 2011) 
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atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan 
padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.10 
 
C. Surat Edaran Mahmakah Agung (SEMA)  
Surat Edaran Mahkamah Agung yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 
RI merupakan intruksi dan petunjuk bagi para pengadilan dalam menghadapi 
perkara perdata, sebagai sumber tempat hakim menggali hukum acara perdata 
maupun hukum perdata materiil.  
Instruksi dan SEMA sepanjang mengatur hubungan hukum acara perdata 
dan hukum perdata materiil tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-
undang. Akan tetapi instruksi dan SEMA merupakan sumber tempat hakim 
dapat menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata materiil. Seperti 
doktrin maka instruksi dan SEMA bukanlah hukum melainkan tempat kita 
menggali hukum.11  
SEMA merupakan salah satu upaya dari MA untuk membantu 
memberikan petunjuk bagi hakim dalam menjalankan tugasnya (formil), selain 
juga untuk menggali hukum yang hidup di masyarakat, dengan tujuan 
menemukan nilai-nilai keadilan (hukum materiil). 
SEMA hanya mengikat intern para hakim di lembaga peradilan tingkat 
pertama dan tingkat banding saja, hal ini sebagaimana dinyatakan nyonya 
                                                 
10 Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama, 27. 
11   Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,(Jakarta :PT  Adtya Bakti, 1987), 9 
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Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata ‘ Surat Edaran Mahkamah 
Agung atau yang biasa disingkat SEMA, khusus ditunjuk kepada pengadilan-
pengadilan bawahannya (Pengadilan Tinggi dan pengadilan Negeri) yang 
berisikan instruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para hakim dalam menghadapi 
perkara perdata.12  
 
D. SEMA No. 10 Tahun 2010 
Menurut temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi 
hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama 
yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke 
pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan 
memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan 
pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.  
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas 
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan Negara 
ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang 
berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.  
Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dan pasal 
60B UU No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang 
                                                 
12 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Peradata Hukum Acara 
Perdata Dalam Teori Dan Praktek,(Bndung : Mandar Maju,1997), 6 
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Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara 
berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi 
pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 UU No. 48/2009 dan Pasal 60 (c) 
UU No. 50/2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk pos 
bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh 
bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum 
tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai 
putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Kebijakan Negara akan arah pembangunan semakin menegaskan 
pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. 
Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai 
strategi pencapaian akses terhadap pengadilan. 
Surat edaran yang di keluarkan Mahkamah Agung tahun 2010 merupakan 
pedoman pemberian bantuan hukum bagi pencari keadilan. 
Adapun Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri 
dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak 
mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat 
Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman 
sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam 
Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan 
masalah hukum di Pengadilan. 
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Dalam bab satu pasal satu disebutkan bahwa Penyelenggaraan dan 
penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah 
meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya 
Perkara baik Pidana maupun Perdata, dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap 
(Zitting Plaatz). 
Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya 
dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo 
serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-
Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan 
termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. 
 
E. Cerai Gugat 
1. Proses pemeriksaan cerai gugat 
Perceraian berasal dari kata dasar cerai yang berarti putus hubungan 
sebagai suami isteri dan perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti 
perpisahan.13 
Menurut pokok-pokok hukum perdata perceraian ialah penghapusan 
perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam 
perkawinan itu.14 
                                                 
13 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta:Balai 
Pustaka,2000), 164. 
14  Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Bandung:PT Inter Masa, 1994), 42. 
28 
 
Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perceraian diistilahkan 
dengan putusnya perkawinan. Dan dalam pasal 38 bahwa perkawinan dapat 
putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.15 
Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 66 Ayat 1 
menyebutkan bahwa pengertian perceraian ada dua, yaitu cerai talak dan cerai 
gugat. Cerai talak adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan 
menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk 
mengadakan sidang, guna menyaksikan ikrar talak. 
Pada pasal 73 ayat 1 dijelaskan cerai gugat adalah gugatan perceraian 
yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila dengan 
sengaja meninggalkan tempat kediaman berdamai tanpa izin tergugat.16 
Adapun alasan yang diperbolehkan perceraian: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi 
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
diluar kemampuanya 
                                                 
15 Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan 
Agama,(Jakarta: Yayasan Alhikmah,1995), 132  
16  Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Tentang  Peradilan Agama 
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c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain. 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri 
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga.17  
Pada prinsipnya proses administrasi perkara gugatan adalah sama 
dengan proses administrasi permohonan talak. Mengenai hal ini, pasal 55 
Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan: “Tiap pemeriksaan perkara 
di Pengadilan Agama, dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau 
gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah di panggil menurut ketentuan 
yang berlaku” 
Secara singkat proses tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Gugatan diajukan/ ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama dengan 
permintaan agar pengadilan: 
1) Menentukan hari sidang 
2) Memanggil penggugat dan tergugat 
                                                 
17 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, 43. 
30 
 
3) Memeriksa perkara yang di ajukan kepada tergugat18 
b. Mengenai cara mengajukan gugatan diatur dalam padal 20 ayat 1,2,3 yang 
isinya sebagai berikut: 
1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya 
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman 
tergugat. 
2) Dalam hal penggugat berkediaman tergugat tidak jelas atau tidak 
diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan 
perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. 
3) Dalam hal tergugat kediaman di luar negeri, gugatan pereraian 
diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua 
pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat 
melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.19 
 Unsur-unsur esensial sebuah gugatan cerai harus dimasukkan dalam 
suatu surat gugatan. Unsur-unsur tersebut mencakup identitas para pihak, 
pernyataan posita, dan petitum yang dikehendaki.20 
Adapun tata cara pemanggilan pihak-pihak, petugas dan kewajibannya 
diatur dalam pasal 388 H.I.R. dan pada pasal 390 H.I.R. menentukan, bahwa: 
                                                 
18 R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan, (Bogor: Politeia, 1995), 199 
19 Peratutan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, 20 
20 Sulaikhan Lubis, Wisamaar ‘ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di 
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006) , 126 
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a. Tiap-tiap jurusita, kecuali yang tersebut dibawah ini, harus disampaikan  
kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau 
tinggalnya dan,  jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau 
lurah bangsa tiongho, yang wajib dengan segera memberitahukan surat 
jurusita itu kepada orang itu sendiri, dalam hal terakhir tidak perlu 
pernyataan menurut hukum 
b. Jika orang yang sudah meninggal dunia, maka surat jurusita itu 
disampaikan kepada ahliwarisnya; jika ahliwaris itu tidak dikenal  maka 
disampaikan kepada kepala desa di tempet t inggal yang terakhir dari 
orang yang meninggal dunia itu di Indonesia, mereka berlaku menurut  
ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal dunia itu termasuk pada 
golongan orang timur asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan 
surat tercatat kepada Balai Harta Peninggalan.  
c. Tentang orang yang tidak diketahui tempat diamnya atau tinggalnya dan 
tentang orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan 
kepada Bupati, yang dalam daerahnya  terletak tempat tinggal penggugat 
dan dalam perkara pidana,  yang dalam daerahnnya hakim yang berhak 
berkedudukan; Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan 




Menurut ketentuan pasal 390 H.I.R. tersebut di atas. Maka jurusita 
tidak dapat bertemu dengan orang yang bersangkutan sendiri di tempat 
kediamannya atau tempat tinggalnya, surat jurusita harus disampaikan kepada 
kepala desanya. Hal itu sesungguhnya dimaksud agar surat panggilan tersebut 
akan benar-benar diterima oleh yang bersangkutan.21  
Dalam H.I.R tidak mengatur secara rinci mengenai ketentuan jangka 
waktu yang harus ditentukan dalam menunggu kepastian dari tergugat yang 
tidak diketahui keberadaannya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 27 yang dimaksud dengan  
pemanggilan adalah dipanggil tiga kali dengan ditempel pada papan 
pengumuman dan mengumumkan dalam media massa dengan tenggang 
pengumuman pertama dan kedua adalah satu bulan dan antara pengumuman 
kedua dan sidang adalah tiga bulan.22 
 
2. Proses persidangan cerai gugat   
Adapun jalannya persidangan terdiri dari : 
a. Hakim tunggal atau Hakim Majelis sedikitnya terdiri satu ketua dan dua 
hakim anggota, yang dilengkapi oleh Panitera sebagai pencatat jalanya 
persidangan. 
                                                 
21  Retnowulan, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2005),  96 
22  Roihan., Hukum Acara, 89 
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b. Pihak Penggugat dan Tergugat duduk berhadapan dengan hakim dan 
posisi Tergugat di sebelah kanan dan Penggugat di sebelah kiri hakim. 
Setelah sidang dibuka, maka kedua belah pihak dipanggil masuk. 
Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, 
harus didengar bersama dan diperlakukan sama di muka hakim. 
Asas perlakuan yang sama ini, dimasukan agar setiap orang di muka 
peradilan mendapatkan perlakuan sama, bahwa hukum tidak membeda-
bedakan status sosial dari setiap orang. Seperti yang diatur dalam pasal 5 UU 
No 4 Tahun 1970 pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 
membeda-bedakan orang yang berarti setiap dalam Negara Indonesia akan 
mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum.23  
Apabila persidangan berjalan lancar maka jumlah persidangan lebih 
kurang 8 kali yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim. 
  
                                                 
23 Ibid, 128 
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a. Sidang pertama 
Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan “sidang dibuka 
untuk umum” dengan mengetuk palu, hakim memulai dengan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan kepada Penggugat dan Tergugat tentang identitas 
masing-masing dan dilakukan upaya perdamaian. 
b. Sidang kedua 
Apabila tak mencapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan 
dengan pembacaan gugatan penggugat dan tergugat dan penyerahan 
jawaban dari pihak Tergugat.  
c. Sidang ketiga 
Replik adalah tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat 
d. Sidang keempat 
Duplik yaitu tanggapan Tergugat terhadap replik Penggugat. 
e. Sidang kelima 
Pembuktian dari penggugat 
f. Sidang keenam 
Pembuktian dari tergugat 
g. Sidang ketujuh  




h. Sidang kedelapan 
Sidang putusan hakim. Dalam sidang ini hakim membaca putusan 
yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. Setelah selesai membacakan 
putusan dan hakim menutup sidang dengan mengetukkan palu tiga kali. 
Selanjutnya dibacakan gugatan pengugat, tergugat diberi kesempatan 
untuk memberikan jawaban di muka pengadilan baik lisan maupun tertulis. 
Apabila proses berlangsung secara tertulis maka terhadap jawaban tergugat. 
Penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapanya “replik’ dan 
terhadap remplik tergugat dapat memberikan tanggapan yang disebut duplik 
jawab, menjawab secara tertulis ini sering terjadi sekurang-kurangnya akan 




                                                 
24 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan, (Jakarta: Sinar 
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